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ABSTRAK

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam menyediakan layanan publik bagi
masyarakat. Setiap penyelenggaraan pelayanan harus memiliki standar pelayanan.
Pada penelitian ini, peneliti menjelaskan kualitas pelayanan publik di Kota
Bukittinggi khususnya di Dinas Sosial Kota Bukittinggi. Menurut hasil penilaian
Ombudsman tahun 2022 Kota Bukittinggi mendapatkan peringkat dengan nilai
77,33 kategori kuning. Oleh karena itu yang menjadi tujuan penelitian ini adalah
untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kualitas pelayanan publik di Dinas
Sosial Kota Bukittinggi tahun 2022. Penelitian ini mengunakan pendekatan
penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, serta teknik pengumpulan data
sekunder, wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data yang diperoleh,
peneliti mengunakan teori yang dikemukakan oleh Zeitham, Parasuraman & Berry
yang terdiri dari  Tangible (Bukti Langsung), Reliability (Kehandalan),
Responsiviness (Daya Tangkap), Assurance (Jaminan), Emphaty. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa rendahnya kualitas pelayanan di Dinas Sosial Kota
Bukittinggi dikarenakan tidak adanya bukti langsung yang di serahkan oleh Dinas
Sosial kepada Ombudsman pada saat penilaian dilakukan. Sarana dan prasarana
juga menjadi salah satu pemicu rendahnya penilaian yang diberikan oleh
Ombudsman kepada Dinas Sosial Kota Bukittinggi.

Kata Kunci : Analisis pelayanan, kualitas pelayanan, Dinas Sosial



ABSTRACT

The government has an important role in providing public services for the
community. Every service implementation must have service standards. In this
study, the researcher explained the quality of public services in Bukittinggi City,
especially in the Bukittinggi City Social Service. According to the results of the
2022 Ombudsman assessment, Bukittinggi City received a rating of 77.33 in the
yellow category. Therefore, the purpose of this research is to describe and explain
the quality of public services at the Bukittinggi City Social Service in 2022. This
study uses a qualitative research approach with case study methods, as well as
secondary data collection techniques, interviews and documentation. To analyze
the data obtained, the researcher used the theories put forward by Zeitham,
Parasuraman & Berry which consisted of Tangible (Direct Evidence), Reliability
(Reliability), Responsiviness (Catchiness), Assurance (Assurance), and Emphaty.
The results of this study show that the low quality of services at the Bukittinggi City
Social Service is due to the absence of direct evidence submitted by the Social
Service to the Ombudsman at the time of the assessment. Facilities and
infrastructure are also one of the triggers for the low assessment given by the
Ombudsman to the Bukittinggi City Social Service.

Keywords: Service analysis, service quality, Social Services.
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BAB |

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan kewajiban mendasar yang diamanatkan
negara untuk dipenuhi, yang mencakup hak-hak warganya. Sebagai entitas yang
bertanggung jawab atas organisasi layanan publik, pemerintah diharuskan untuk
memberikan  layanan yang mematuhi peraturan hukum untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat secara memadai, yang merupakan konsumen layanan
ini. Kemanjuran layanan publik dipastikan melalui keselarasan antara layanan
yang diantisipasi dan aktual yang diberikan. Oleh karena itu, sangat penting
bahwa pemerintah berusaha untuk memberikan kualitas layanan tertinggi
kepada penduduk setempat. Kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah
kepada masyarakat akan menjalani pemeriksaan dan evaluasi oleh masyarakat
itu sendiri. Evaluasi ini selanjutnya berfungsi sebagai indikator efektivitas

pemerintah dalam mengelola pelayanan publik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, pelayanan publik digambarkan sebagai kegiatan atau
penggabungan kegiatan yang dirancang untuk  memenuhi  persyaratan
pelayanan setiap warga negara dan penduduk sesuai dengan ketentuan yang

diartikulasikan dalam undang-undang yang mengatur barang, jasa, dan fasilitas

1 Neneng Siti Maryam. 2016. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal
llmu Politik dan Komunikasi. Bandung. Vol VI No.1



publik. Layanan administrasi semua penyelenggara pelayanan publik harus
mematuhi standar pelayanan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan
pelayanan dan acuan penilaian mutu pelayanan yang diberikan.? Pelayanan
publik muncul sebagai perhatian kebijakan yang kritis karena penataan layanan
publik yang mewakili jenis keterlibatan organisasi tertentu. Hebert A. Simon
mengemukakan bahwa organisasi merupakan kerangka Kkerja untuk upaya
kolaboratif, di mana setiap anggota mengambil peran yang berbeda dan
dipercayakan dengan tanggung jawab atau tugas tertentu untuk dipenuhi.®
Dalam konteks pemerintahan, sumber daya manusia berfungsi dengan cara yang
profesional, jujur, adil, dan tidak memihak, sehingga melaksanakan tanggung
jawabnya sebagai pegawai negeri dan menjalankan peran negara, pemerintahan,
dan pembangunan sesuai dengan kesetiaan dan kepatuhan mereka terhadap
Pancasila dan otoritas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat

sebagaimana digambarkan oleh UUD 1945.

Pemerintah meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan publik
dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas
umum pemerintah dalam penyelenggaraan Lembaga Negara yang diatur
dalam undang-undang nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pelaksanaan layanan publik pemerintah

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memperhatikan berbagai aspek

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3 Nasrul Syakur Chaniago. 2011. Manajemen Organisasi. Bandung: Citra Pustaka Media Perintis.
Hlm. 18-19.



penting seperti kelancaran proses, kejelasan informasi, kepastian waktu,
keamanan data, keterbukaan informasi, efisiensi biaya, kesetaraan perlakuan, dan
tepatnya penyelesaian urusan. Layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah
pusat maupun daerah, serta badan usaha milik negara (BUMN) dalam rangka
pemenuhan hajat masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan undang-undang,
termasuk juga dinas kecamatan yang menangani administrasi warga seperti
pembuatan surat keterangan kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk
(KTP), Kartu Keluarga, serta surat-surat lainnya wajib dijalankan dengan standar

penyelenggaraan tertinggi.*

Menurut Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2003 dan yang dapat

dikategorikan sebagai berikut:

1. Pelayanan Barang, pelayanan pengadaan dan penyaluran barang bisa
dikatakan mendominasi seluruh pelayanan yang disediakan pemerintah
kepada masyarakat.

2. Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status
kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan
terhadap suatu barang dan sebagainnya.

3. Pelayanan Pembangunan, merupakan pelayanan masyarakat yang terkait

dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman
umum penyelenggaraan pelayanan publik



kepada masyarakat dalam aktifitasnya sebagai warga masyarakat, seperti
penyediaan jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya.

4. Pelayanan Utilitas, merupakan penyedian ultilitas seperti listrik, air,
telepon dan transportasi.

5. Pelayanan Kebutuhan Pokok, pelayanan yang menyediakan bahan-bahan
kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan seperti
penyedian beras, gas, gula, minyak, dan perumahan murah.

6. Pelayanan Kemasyarakatan, pelayanan yang berhubungan dengan sifat
dan kepentingan yang lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial
kemasyarakatan seperti pelayanan kesehatan, Pendidikan, ketenaga

kerjaan, penjara, rumah yatim piatu dan lainnya.’

Pelayanan Dinas Sosial merujuk pada berbagai layanan yang disediakan
oleh lembaga Dinas Sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial dan
kesejahteraan masayarakat. Pelayanan ini ditujukan untuk membantu dan
mendukung individu, keluarga, dan kelompok yang membutuhkan, serta
mempromosikan kesejahteraan sosial secara umum. Berikut beberapa contoh

pelayanan yang umumya disediakan oleh Dinas Sosial.

1. Bantuan keuangan dan sosial, Dinas Sosial biasanya memberikan
bantuan keuangan kepada keluarga miskin, tunawisma dann kelompok

rentan lainnya.

> Deepublishstore.com. “Prinsip Pelayanan Publik: Pengertian, Jenis dan Contoh”. Selengkapnnya
di https://deepublishstore.com/blog/pelayanan-publik/. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2023
pada pikul 23:40 WIB.



https://deepublishstore.com/blog/pelayanan-publik/

2. Pelayanan kesehatan, Dinas Sosial dapat menyediakan akses ke
pelayanan kesehatan dasar, seperti konseling kesehatan, mental.
3. Rehabilitas Sosial, Dinas Sosial dapat memberi layanan rehabilitas untuk

individu yang keluar dari penjara atau koreksi.

Disamping itu Pelayanan Dinas Sosial tersebut mampu menyediakan
layanan yang efektif, efisien dan reponsif kepada msyarakat dan kelompok
yang membutuhkan. Evaluasi kinerja pelayanan dinas sosial sangat penting
untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan sosial dan kemanusiaan tercapai

dengan baik.

Dalam pelaksanaan layanan publik tersebut, tingkat kinerja yang optimal
sangat penting bagi organisasi untuk memberikan layanan berkualitas dengan
cara yang menumbuhkan kepuasan di antara komunitas pengguna layanan.
Metrik kinerja tertentu sangat penting bagi organisasi untuk meningkatkan
penawaran layanannya, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang
memfasilitasi atau menghambat  kinerja dalam proses pemberian layanan.
Pernyataan yang dibuat oleh Mohammad Mahsun menyatakan bahwa konstruksi
kinerja mencakup perencanaan strategis suatu organisasi, diartikulasikan melalui
tujuan, sasaran, visi, dan misinya, yang dioperasionalkan melalui pelaksanaan

kegiatan, program, dan kebijakan untuk mengevaluasi tingkat pencapaian nilai.®

Hubungan pelayanan publik dan Ombudsman adalah bahwa

Ombudsman bertindak sebagai lembaga independent yang bertugas mengawasi

® Mohamad Mahsun. 2009. “Pengukuran Kinerja Sektor Publik”. BPFE. Yogyakarta. Him 25



dan memperbaiki pelayanan publik. Ombudsman biasanya didirikan oleh
negara dengan tujuan melindungi hak-hak warga negara dan memastikan
bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Lembaga-lembaga pemerintah
berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Peran Ombudsman dalam
hubungan dengan pelayanan publik adalah sebagai penghubung antara warga
negara dan lembaga pemerintah. Jika ada keluhan atau pengaduan terkait
pelayanan publik yang tidak memuaskan, warga negara dapat mengajukan
pengaduan kepada Ombudsman. Ombudsman akan melakukan investigasi
terhadap pengaduan tersebut, jika ditemukan adanya pelanggaran atau
ketidakadilan, mereka dapat merekomendasikan perbaikan atau tindakan yang

diperlukan kepada lembaga terkait.”

Ombudsman juga memiliki peran penting dalam meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi lembaga pemeritah. Mereka dapat melakukan
penyelidikan terhadap tindakan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau
ketidakpatuhan terhadap prosedur yang dilakukan oleh pegawai atau lembaga
pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Ombudsman berperan sebagai
mekanisme pengawasan independen yang bertujuan untuk memastikan bahwa
pelayanan publik yang diberikan oleh lembaga negara berjalan dengan baik

dan memenuhi standar yang ditetapkan.

7 Ombudsman.go.id. 2020. “Ombudsman Dan Pelayanan Publik”. Sele ngkapnya di
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-dan-pelayanan-publik- . Diakses pada
tanggal 27 juni 2023 pada pukul 00:42 WIB.



https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-dan-pelayanan-publik-

Tanggung jawab Ombudsman meliputi: (1) Menerima pemberitahuan
mengenai maladministrasi yang diklaim dalam pelaksanaan layanan publik, (2)
melakukan evaluasi menyeluruh atas pemberitahuan tersebut, (3) mengejar
tindakan tindak lanjut tentang hal-hal dalam lingkup yurisdiksi Ombudsman,
(4) memulai penyelidikan independen terhadap dugaan maladministrasi dalam
penyediaan layanan publik, (5) memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi dengan
entitas pemerintah lainnya dan organisasi sosial serta individu, (6) membangun
jaringan profesional, (7) menerapkan langkah-langkah pencegahan terhadap

maladministrasi dalam  penyediaan layanan publik, dan (8) melaksanakan

tanggung jawab tambahan yang digambarkan oleh undang-undang.®

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
Republik Indonesia, Ombudsman dicirikan sebagai lembaga negara otonom tanpa
afiliasi organik dengan badan-badan pemerintah dan lembaga negara lainnya.
Dalam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang yang melekat, Ombudsman
bertugas mengawasi administrasi layanan publik yang diberikan oleh
Penyelenggara Negara dan entitas Pemerintah di tingkat pusat dan regional, yang
meliputi layanan yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMD), dan
Badan Hukum Negara (BHMN), serta entitas swasta atau individu yang
ditugaskan dengan tanggung jawab memberikan layanan publik tertentu.
Ombudsman diberi mandat untuk berfungsi secara independent sambil

memenuhi  tanggung jawabnya dan menjalankan kekuasaannya, yang

& Ombudsman.go.id.  2023.  “Tugas dan fungsi”.  Selengkapnya di

https://ombudsman.go.id/profiles/index/pfft. Diakses pada tanggal 17 Maret 2023 pada pukul
20:21 WIB


https://ombudsman.go.id/profiles/index/pfft

didasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran, kesetaraan, non-diskriminasi, ketidak

berpihakan, transparansi, keseimbangan, dan kerahasiaan.®

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 mengenai pembentukan lembaga

Ombudsman di latarbelakangi oleh dasar berpikir yang terdiri dari tiga pokok

pemikiran sebagaimana tercantum dalam konsiderannya adalah , yakni:

1.

3.

Masyarakat yang berperan serta dalam mengawasi pemerintah akan lebih
memastikan terciptanya negara yang jujur, bersih, dan transparan dari
korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara
merupakan implementasi demokrasi yang perlu ditingkatkan agar
penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan oleh apparat negara dapat
ditekan.

Aparatur Negara khususnya pemerintah dan peradilan yang memberikan
pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat adalah bagian tak

terpisahkan dari upaya menciptakan keadilan dan kesejahteraan.°

Salah satu tanggung jawab yang diberikan kepada Ombudsman meliputi

pelaksanaan evaluasi 2022 yang berkaitan dengan berbagai modifikasi dan

peningkatan. Penilaian ini melibatkan empat dimensi utama, khususnya kemahiran

penyelenggara, kecukupan fasilitas dan infrastruktur, kepatuhan terhadap standar

® Ombudman Indonesia. 2002. Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang. Jakarta: Komisi
Ombudsman Nasional.
10 Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional.



pelayanan publik, dan administrasi pengaduan.* Di Provinsi Sumatera Barat,
satu wilayah yang mencapai evaluasi moderat menerima peringkat C, yang
diukur hanya 77,33, karena Kota Bukittinggi saat ini berada di zona kuning.
Berkurangnya kualitas layanan publik dapat memicu eskalasi kemungkinan
pelanggaran, sehingga menunjukkan bahwa entitas layanan publik berpotensi
mengabaikan Undang-Undang Layanan Publik, akibatnya mengizinkan atau

memperkuat prospek korupsi dalam sektor jasa..!?

Dari beberapa literatur yang ada, terdapat lima peneliti yang membahas
tentang Kinerja pelayanan publik, adapun penelitiannya adalah: pertama:
penelitian Rof’atul Jamil yang berjudul “Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas
Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung”.!® Kedua: penelitian
Lina Hildayanti yang berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang”.}* Ketiga: penelitian
dari Novia Safely yang berjudul “Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman Penerbitan

1 lOmbudsman.go.id.  2022.  “Rapor Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
(Opini  Pengawasan Penyelenggaraan  Pelayanan Publik) Sumatera Barat Tahun 2022”.
Selengkapnya di https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwksiaran--rapor-kepatuhan-
standar-pelayanan- _publik-opini-pengawasan-penyelenggaraan-pelayanan-publik-sumatera-barat-
tahun-2022p. Diakses pada tanggal 14 Maret 2023 pada pukul 18:16 WIB.

12 Nanna Sari. 2019. “Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantor
Camat Lappariaja Kabupaten Bone”. Skripsi. Makasar:Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar.

BRofatul Jamil. 2020. “Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Sosial dan Penanggulangan
Kemisnikanan Kota Bandung”. Skripsi. Bandung. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
1“1isa Hildayanti. 2019. “ Analisis Kualitas Pelayanan Pubik Di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Di Kabupaten Enrekang”. Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah
Makassar.



https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwksiaran--rapor-kepatuhan-standar-pelayanan-%20publik-opini-pengawasan-penyelenggaraan-pelayanan-publik-sumatera-barat-tahun-2022p
https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwksiaran--rapor-kepatuhan-standar-pelayanan-%20publik-opini-pengawasan-penyelenggaraan-pelayanan-publik-sumatera-barat-tahun-2022p
https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwksiaran--rapor-kepatuhan-standar-pelayanan-%20publik-opini-pengawasan-penyelenggaraan-pelayanan-publik-sumatera-barat-tahun-2022p
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Surat lIzin Usaha Perdagangan (SIUP)”.1> Keempat : penelitian Ayub Petrijon
yang berjudul “Kualitas Pelayanan Administrasi Kesehatan Instansi Gawat Darurat
Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung”.'® Kelima : penelitian
dari Reno Januar yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap
Kepuasan Masyarakat Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di

Kota Padang”.t’

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dijelaskan oleh peneliti, dapat
disimpulkan bahwa ada perbedaan dari studi sebelumnya, sebagaimana dibuktikan
oleh fenomena, subjek, dan konteks geografis yang diperiksa dalam penyelidikan.
Dalam upaya penelitian ini, para peneliti berkonsentrasi pada kualitas layanan
publik di bawah standar di Kota Bukittinggi selama tahun 2022. Hal ini
diartikulasikan oleh para peneliti, termasuk Novia Safely, bahwa Kualitas
Pelayanan Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Pasaman mengenai penerbitan Izin Usaha Perdagangan (SIUP) relatif

memuaskan.

Namun terdapat beberapa hal yang belum terealisasi dengan baik sesuai
dengan indikator layanan, di antaranya: ketersediaan sistem informasi yang

masih terbatas dan belum merata, proses penyelesaian izin yang belum

1> Novia Safely. 2018. “Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasaman Dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)”.
Skripsi. Universitas Andalas Padang.

16 Ayub Petrijon. 2013. “Kualitas Pelayanan Administrasi Kesehatan Instalasi Gawat Darurat di
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung. Skripsi. Universitas Andalas.

17 Reno Januar. 2023. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di
Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Padang. Skripsi. Universitas Maritim
Raja Ali Haji Tnjung Pinang.
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sepenuhnya sesuai standar operasional prosedur yang ditetapkan, keterbatasan
sarana prasarana dalam upaya optimalisasi pelayanan, kekurangan sumber daya
manusia yang ada secara kuantitas maupun kualitasnya (SDM), serta
kemampuan dan kapasitas SDM dinas penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu-yang belum merata di setiap wilayah. Maka dari itu peneliti
ingin meneliti Analisis kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial Kota

Bukittinggi tahun 2022?

1.2 Rumusan Masalah

Bukittinggi ditetapkan sebagai salah satu dari 19 Kabupaten/Kota
terpilih pada tahun 2022 yang akan dinilai terkait kepatuhan terhadap Standar
Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. Proses
penilaian ini dimulai pada 23 Agustus 2022 dan akan berlangsung hingga
bulan November. Evaluasi standar pelayanan publik ini bertujuan untuk
mencegah terjadinya mismanajeman pada sektor pelayanan publik dengan
mengupayakan pemenuhan komponen standar pelayanan sesuai Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2009 “Evalusi ini perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas
penyelenggaraan pelayanan- publik, menguji kualitasnya dan memuaskan
pengguna layanan guna mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan
publik dan mempercepat peningkatan kualitas, yaitu untuk menilai derajat

pengakuan terhadap pelayanan publik”.18

18 Bukittinggi.go.id. 2018. “Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Gelar Sosialisasi Penilaian
Kepatuhan Tentang Standar Pelayanan Publik”.  Selengkapnya di
https://www.bukittinggikota.go.id/berita/ombudsman-ri-perwakilan-sumbar-gelar-sosialisasi-


https://www.bukittinggikota.go.id/berita/ombudsman-ri-perwakilan-sumbar-gelar-sosialisasi-penilaian-kepatuhan-tentang-standar-pelayanan-publik
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Bukittinggi menjadi salah satu daerah yang mendapat penilaian terendah
olen  Ombudsman se- Sumatera Barat. Pada tahun 2022 kategori kuning
memiliki skor 77,33 yang berarti kepatuhannya sedang karena belum masuk
dalam program digitalisasi pada produk layanan. Penilian Ombudsman juga
menyoroti rendahnnya pelayanan publik di - Kota Bukittinggi. Instansi
pemerintah yang mempunyai kewenangan mengawasi administrasi publik ini
menampatkan Bukittinggi pada peringkat ke 18 dari 19 Kota Sumatera Barat.
Kota Bukittinggi berada pada zona kuning dengan kepatuhan sedang dalam

pelayanan publik.

Hasil penilaian Ombudsman terhadap 19 Kota/ Kabupaten se-Sumatera

Barat tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Hasil Penilaian Kepatuhan Se-Sumatera Barat Tahun 2021-2022

URUTAN HASIL PENILAIAN

NO DAERAM Tohun 3021 DAE RAH Tabun 3032
o PROVINSI SUMATERA BARAT 6852 PROVINSI SUMATERA BARAT
1 KOTA PAYAKUMBUM R KOTA PAYAKUMBUM
3 KAB DHAMASRAYA : | KOTA PADANCY PAMIAMG
3 KAD. PASAMAN DARAT 877 KAB, SOLOK
4| KAS PASARAN 78 8% KA, DHARMASRAYA
5 |KAB, SDUMIUNG 7835 | KAB, TANAH DATAR
b KAD, TAMAH DATAR 7630 KOTA PARIAMAN
7 KARD, PADAMG PARIANMAN 3 KAD, AGAN
8 KOTA PARIAMAN Th, KAD. PASAMAN
- KOTA PADANS: NG KOTA PADANG | 5
10 KOTA SOLOK 1.7% KAR, SITUNJUNG
1 KOTA PADANG PANIANG 0 BH KAB, LIMA PULUH KOTA
12 KAR. SOLOK 0, 7% KAR. PESISIR SELATAN
15 KOTA SAWAHLUNTD &b 60 KAD. KEPULAUAN MENTAWAL
1h KOTA BUKITTING G % 34 KOTA SOLOK
15 KAD. SOLOK SELATAN bvls RO KOTA SAWAHLUNTO
16 KAD. AtAM b2 b KA. SOLOK SELATAN
17 KAD. PESISIRSELATAN 58 KAD. PADAMNG PARIAMAN : v
18 KAB. LIMA PULUH KOTA KOTA BUKITT VGOl 7733
19 KAD. KEPULAUAN MENTAWAL KAR. PASAMAN DARAT 559

W
Sumber: Ombudsman Sumatera Barat Tahun 2023

penilaian-kepatuhan-tentang-standar-pelayanan-publik. Diakses pada tanggal 15 Maret 2023 pada
pukul 21:02 WIB.


https://www.bukittinggikota.go.id/berita/ombudsman-ri-perwakilan-sumbar-gelar-sosialisasi-penilaian-kepatuhan-tentang-standar-pelayanan-publik
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Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa pada periode tahun
2021-2022 terdapat 19 Kota/Kabupaten se-Sumatera yang berada dalam zona
kuning. Zona kuning menunjukkan tingkat kepatuhan sedang terhadap standar
pelayanan publik. Pada tahun 2022, Kota Payakumbuh mencapai nilai kepatuhan
tertinggi dengan skor 89,45. Sementara itu, Kabupaten Pasaman Barat
menempati posisi terbawah dalam zona merah dengan skor 65,59 Peningkatan
performa pelayanan publik di Pasaman Barat terhambat oleh dampak gempa
bumi pada tanggal 25 Februari 2021. Salah satu yang terkena dampaknya
adalah Dinas Sosial di Bukittinggi. Dalam mencapai visi dan misi, Dinas Sosial
Bukittinggl harus menghadapi kenyataan bahwa terkadang kesulitan mencapai

tujuan berhubungan dengan hasil yang dicapai.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam laporan daya tangkap,
perhatikan kemampuan organisasi dalam mengenali keinginan dan aspirasi
masyarakat, mengindetifikasi apa yang dibutuhkan dan menanggapi kepentingan
masyarakat terhadap kualitas subtantif layanan yang diberikan. Hal ini
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

sudah memberikan hasil yang memuaskan.



14

Berikut ini rekapitulasi hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan

publik pada tahun 2022 sebagai berikut:

Gambar 1.2

Rekapitulasi Hasil Penilaian Penyelenggraan Pelayanan Publik
Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022

MERAPFITULASE HASIL PENILAIAN FPENYELENGOARAAN FELAYANAN FUBLIN
PEMERINTAN DALKRAI TANUN 2022

Pemerintah Doerah Pemerintuh Kot Bukittio g
Perviode Observiasl Apustun « Novembor 2022
L —
i | Srwves | Sutpus | Penputiion |
Dinue Kepundudukan dun Fancatatun Sipil 17.54 3057 24.07 17.58 8077
= :’:Innn Pananaman Modal dan Pealayanan Tarpadu 18.688 31.34 =a4.24 18 0z 48
atu Pintu
a Dinas Pondidikan 17.51 2220 20.30 14.08 7814
" Puskesmas Guauk Panjang 18 48 14,14 23,24 16,086 71 .66
n Muskenman Tigo Balah 757 13687 424 13,04 6ae R
o Dinas Kosahatan 1972 21.02 23.37 13.63 7624
[ A Dinas Sonial 1500 10,73 29 14.70 a4 00
Nilal Arhir dan Zona 7733
Kategorn o
Opini RKuanlitas Sedang

Sumber : Seketariat Daerah Bukittinggi 2023

Berdasarkan gambar 1.2 terlihat jelas terlihat bahwa pelayanan publik
Kota Bukittinggi dengan predikat sedang. Kota Bukittinggi mendapatkan
predikat C bernilai hanya 77,33 saat ini Kota Bukittinggi berada di zona
kuning.'® Posisi Kota Bukittinggi di urutan nomor 2 paling bawah menujukkan
bahwa pelayanan publik di Kota Bukittinggi pada tahun 2022 telah sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

19 Padang.tribunnews.com. 2023. “ Pemko Bukittinggi Dapat Nilai ‘C’ dari Ombudsman RI,
Terkait Kepatuhan Standar Pelayanan Publik”. Selengkapnya di
https://padang.tribunnews.com/2023/01/02/pemko-bukittinggi-dapat-nilai-c-dari-ombudsman-ri-
terkait-kepatuhan-standar-pelayanan-publik. Diakses Pada tanggal 19 Januari 2023 pada pukul
00:43 WIB.


https://padang.tribunnews.com/2023/01/02/pemko-bukittinggi-dapat-nilai-c-dari-ombudsman-ri-terkait-kepatuhan-standar-pelayanan-publik
https://padang.tribunnews.com/2023/01/02/pemko-bukittinggi-dapat-nilai-c-dari-ombudsman-ri-terkait-kepatuhan-standar-pelayanan-publik
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Menurunnya Zona Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di lingkungan
pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat, karena adanya penurunan skor
penilaian. Penilaian kepatuhan Pelayanan Publik di Provinsi Sumatera Barat
dilakukan bukan hanya pada Provinsi dan Kota saja, tetapi juga Kepolisian
Resor Kota dan Kantor Pertahanan di Kabupaten/Kota. Di lingkungan Pemerintah
daerah penilaian dilakukan bukan hanya pada 5 OPD untuk Provinsi dan
Provinsi untuk Kabupaten/Kota, melainkan terhadao Dinas dan DPKKB di
Kabupaten/Kota Isu perlindungan anak hasil KS dan 15 Puskesmas di masing-

masing Kabupaten/Kota otoritas.?

Menurunnya penilaian kepatuhan pelayanan publik di Dinas Sosial Kota
Bukittinggi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai penyelenggara
pelayanan belum memiliki saranana dan prasaranan belum memadai dan bukti
fisik masih belum cukup sehingga tidak memenuhi syarat dalam presentase

kenaikan Ombudsman.

Hasil temuan awal peneliti berasumsi bahwa salah satu rendahnya
indikator pelayanan publik karena kurangnya infrastruktur masih belum cukup
dan sarana dan prasarana tidak memenuhi standar penilaian dikarenakan Dinas
Sosial yang berada di pasar bawah dipakai untuk pelayanan kesehatan dan

masih ada satu ruangan yang tidak di pergunakan untuk pelayanan kesehatan

20 Antaranew.com. 2022. “Lima Daerah Di Sumbar Raih Predikat A Standar Pelayanan Publik”.
Selengkapnya  di  https://m.antaranews.com/amp/berita/3319287/lima-daerah-di-sumbar-raih-
predikat-a-standar-pelayanan-publik. Diakses pada tanggal 15 Maret 2023 pada pukul 21:36
WIB.


https://m.antaranews.com/amp/berita/3319287/lima-daerah-di-sumbar-raih-predikat-a-standar-pelayanan-publik
https://m.antaranews.com/amp/berita/3319287/lima-daerah-di-sumbar-raih-predikat-a-standar-pelayanan-publik
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sehingga tidak memenuhi syarat presentase kenaian Ombudsman?!. Berdasarkan
penjelasan dalam latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dari
penelitian ini adalah Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Sosial Kota

Bukittinggi tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan
Analisis kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial Kota Bukittinggi tahun

2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini akan bermanfaat dan memberikan
kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang khususnya dalam
kajian kinerja pemerintah dalam pelayanan publik.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan kepada
penulis dan bagi pemimpin untuk terus meningkatkan kualitas

pelayanan publik bagi masyarakat terutama di Kota Bukittinggi.

21 Wawancara peneliti dengan Bapak Martias Wanto Seketariat Bukittinggi, pada tanggal 22
Februari 2023.
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BAB I1

KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu secara umum merupakan sebuah bentuk dasar
konseptual dalam suatu penulisan. Kelengkapan dari kajian pustaka dalam
suatu penelitian bertujuan agar penelitian -mudah dipahami dan terkonsep
secara teoritis. Penelitian sebelumnya juga mencakup pemerikasaan yang
dilakukan oleh peneliti, yang dapat mendukung dan memberikan bukti terhadap

apa yang telah dilakukan.

Penelitian terdahulu dapat menjadi panduan bagi peneliti untuk
memperkaya daftar pustaka, sekaligus sebagai sumber untuk membandingkan
kesamaan dengan peneliti. Oleh karena itu, dalam tinjauan pustaka ini, penulis
menyertakan beberapa hasil peneliti para peneliti terdahulu yang berkaitan
dengan topik penelitian penulis, yang diperoleh dari sumber akademis seperti

artikel dan jurnal penelitian.

Pertama, Penelitian yang dilakukan Rof’atul Jamil (2020) yang berjudul
“Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Kota Bandung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas
pelayanan publik di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemisninana Kota
Bandung. Metode penelitian ini menggunakan metode Kulitatif Deskriptif. Teori
yang digunakan adalah Teori Zeithaml etal yang dikutip dalam M. Chazienul

(2018) yaitu yang berwujud bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan
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empati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik di Dinas Sosial
dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung belum optimal. Hal ini dapat
ditarik kesimpulannya dari kurangnya kepuasan masyarakat dari pelayanan
yang diberikan oleh pegawai Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Kota Bandung, dikarenankan kurangnya sumber daya manusia di Dinas Sosial
dan pelayanan menjadi terhambat serta kurangnya sosialisasi terhadap standar
opersional prosedur kepada masayrakat yang menjadi faktor utama kurang
optimalnya kualitas pelayanan publi Di Dinas Sosial dan Penanggulangan

Kemiskinan Kota Bandung. .??

Kedua, Novia Sfely (2018) yang berjudul “Kualitas Pelayanan Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten
Pasaman Dlam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)”. Penelitian ini
dilatar belakangi dengan kesan birokrasi pemerintah lambat dalam pelayanan,
berbelit-belit serta sistem dan prosedur pelayanan rumit. Untuk membantu
masyarakat dalam pelayanan pemerintahan, Mendagri mengeluarkan Peraturan
Mentri Dalam Negeri Perundang-undangan atau undang-undang (Permendagri)
No.24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Terpusat Pintu Satu untuk
pelayanan prima. Metode penelitian dengan menggunakan kualitatif deskriptif
techniques. Dan teori yang digunakan adalah teori separatisme adalah teori
Zeitham, Parasuraman & Berry dengan indikator Tangible, Reliability, responsive,

assurance, emphathy.?

22 Rofatul. Op.Cit.
2 Novia Safely. Op.Cit.
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Ketiga, penelitian Lisa Hildayanti (2019) yang berjudul “Analisis
Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil
di Kabupaten Enrekang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas
pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang.
Teori yang digunakannya adalah teori Kinerja birokrasi Publik oleh Agus
Dwiyanto. Kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Enrekang dinilai dari beberapa dimensi berikut: “Ketampakan
fisik sarana dan prasarana kantor yang buruk, kecermatan pegawai yang masih
kurang; Kehandalan masyarakat kepada pelayanan yang terlalu lama serta
berbelit-belit; ketanggapan respon pegawai sangat baik sebab itu sudah menjadi
tugas dan tanggung jawab mereka dalam memberikan arahan; Jaminan kejelasan
waktu penyelesaian pengurusan dengan menyediakan empat loket dan Empati
sikap bersahabat kepada masyarakat. Kecepatan pelavanan ini menjadi faktor
penuniang dalam upaya untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah”.?

Keempat, penelitian Achni Sutopo (2017) yang berjudul “Kulitas
Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Temanggung”. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Dinas
Kependudukan dan- Pencatatan Sipil (Dindukvapil) Kabupaten Temanggung,
sepertinya belum sepenuhnya memenuhi harapan serta keinginan masyarakat. Nah,
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kita
mengandalkan teori dari Zeithaml, Parasuraman, dan rekan-rekannya, yang

menjelaskan beberapa indikator penting — yaitu Tangible, Reliability,

24 Lisa Hildayanti. Op.Cit
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Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Hasil penelitian ini mengungkapkan
beberapa hal yang cukup mencolok. Pertama, dari segi bukti fisik atau tangible,
tampaknya banyak yang perlu diperbaiki. Misalnya, di ruang tunggu, kita tidak
menemukan Kipas angin atau AC, yang mungkin membuat pengunjung merasa
tidak nyaman. Selain itu, tidak ada pengeras suara untuk memanggil antrian,
dan juga, tidak ada buku bacaan atau koran yang bisa dinikmati selama
menunggu proses layanan. Kemudian, berbicara tentang kehandalan (reliability),
pegawai memang melakukan pemrosesan layanan dengan cukup terperinci,
tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Lalu, untuk daya tanggap
(responsiveness), pegawai biasanya merespon pertanyaan dari masyarakat
dengan baik dan memberikan arahan yang diperlukan. Selanjutnya, jaminan
(assurance) yang diberikan, mencakup kemudahan dalam layanan dan
keamanan bagi masyarakat yang mengajukan permohonan. Terakhir, dari segi
empati, sikap petugas yang ramah saat menghadapi permintaan, kritik, dan saran
dari masyarakat patut dicatat. Semua ini penting untuk memastikan b ahwa
layanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh

masyarakat..?

Kelima, penelitian Adelina Permata Sari Ritonga (2018) yang berjudul
“Kinerja Pelayanan Publik Dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Medan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kinerja birokrasi publik

%5 Achni Sutopo. 2017. “Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupate Temanggung”. Skrpisi. Universitas Negeri Yogyakarta
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terutama dalam penerbitan SIUP, sebagai suatu feedback untuk perbaikan

kinerja di masa datang. Teori yang digunakan adalah Teori Kinerja Birokrasi

Publik oleh Agus Dwiyanto. Dari penelitian ini inerja pelayanan publik dalam

penerbitan SIUP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu kota Media, kelihatannya telah memenuhi dimensi atau tolak ukur teori

yang penulis gunakan. Tetapi kenyataannya, bagian dari pelaksanaannya ini

masih dirasakan tidak maksimal. Seperti pada dimensi kinerja pelayanan publik

dalam penerbitan SIUP, terkadang pada waktu penerbitan SIUP tidak sesuai

dengan yang telah ditetapkan, dan hal ini disebabkan

pemohon dan tim teknis SKDP itu sendiri. %

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

justru dari pihak

No Nama Judul dMetode_ Hasil penelitian
an Teori
1 Rof’atul Jamil Kualitas Metode Hasil penelitian yang
(2020) Pelayanan Kualitatif ~ didapatkan bahwa pelayanan
Publik Di  Deskriptif. publik Dinas Sosial dan
Dinas Sosial  Teori Penanggulangan Kemiskinan
Dan Zeithaml  Kota Bandung belum optimal
Penanggulan etal. yang vyaitu kurang optimalnya
gan dikutip kepuasan masyarakat atas
Kemiskinan dalam M.  pelayanan yang diberikan
Kota Chazienul pegawai Dinas Sosial dan
Bandung Ulum Penanggulangan Kemiskinsan
(2018) Kota Bandung, masih
yang kurangnya sumber daya
berwujud  manusia yang dimiliki Dinas
bukti Sosial kemiskinan sehingga
fisik, pelayanan menjadi terhambat
kehandala dan kurang optimalnya
n, daya socialisasi kepada masyarkat
tangkap, tentang standar opersional
jaminan prosedur menjadi faktor

26 Adelina Permata Sari Ritonga. Op.Cit.
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Novia Safely
(2018)

Kualitas
Pelayanan
Dinas
Penanaan
Modal
Pelayanan

Terpadu Satu

Pintu
(DPMPTSP)
Kabupaten
Pasaman
Dalam
Penerbitan
Surat
Usaha
Perdagangan
(SIUP)

Dan

Izin

dan
empati.

Metode
Kualitatif
Deskriptif.
Teori
Kualitas
Pelayanan
dari
Zeithaml,
Parasurama

n dkk.

Indikator
Tangible,
Reliability,
Responsive,
Assurance,
Emphathy.

utama mengapa kualitas
pelayanan publik Di Dinas
Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan Kota Bandung
kurang optimal

Hasil penelitian, dapat
disimpulkan bahwa secara
keseluruhan Kualitas
Pelayanan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
DPMPTSP Kabupaten
Pasaman pada Izin Usaha
Perdagangan telah berjalan
cukup baik. Tetapi sejumlah
poin tersebut belum
terlaksana dengan baik yang
sesuai dengan indikator
pelayanan sepeerti;
ketersediaan sistim informasi
yang masih terbatas, waktu
penyelesaian izin yang tidak
terlaksana sesuai dengan
Standar Operasional
Prosedur, keterbatasan sarana
dan prasarana dalam konteks
optimlalisasi pelayanan,
keterbatasan sumber daya
manusia yang ada maupun
kemampuan sumber Daya
Manusia DPMPTSP yang
tidak merata. Oleh karena itu,
pasaman DPMPTSP agar
segera melakukan perubahan
rangkap dalam sistim
pelayanan, memperbaiki
sarana dan prasarana
penunjang pelayanan dan
peningkatan Sumber Daya
Manusia meningkatkan
sumber daya manusia dalam
memberikan pelayanan
perizinan.
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Lisa
Hildayanti
(2019)

Achni
Sutopo
(2017)

Analisis
Kualitas
pelayanan

Publik  Di

Dinas
Kependuduk

an Dan

Pencatatan

Sipil Di

Kabupaten
Enrekang

Kualitas
Pelayanan

Publik  Di

Dinas
Kependuduk

an Dan

Pencatatan
Sipil
Kabupaten

Temanggung

Metode
Kualitatif
Deskriptif.
Teori
Hardiasyah
2011
Jaminan,Em
pati,
Ketampaka
n fisik,
Kehandalan
,Ketanggap
an.

Metode
Kualitatif.
Teori
Zeithaml,
Parasurama
n dkk.
Indikator
Tangible,
Reliability,
Responsive,
Assurance,
Emphathy
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Hasil penelitian pada Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Enrekang menunjukkan nilai
kualitas pelayanan publik
pada 1. Dimensi ketampakan
fisik sarana dan prasarana
kantor yang buruk dengan
kecermatan pegawai yang
masih kurang. 2. Dimensi
kehandalan masyarakat yang
tidak puas atas layanan yang
terlalu lama dan berbelit-
belit. 3. Dimensi ketanggapan
respon pegawai yang sangat
baik sebab itu sudah
merupakan tugas dan
tanggung jawab bagi pegawai
dalam memberikan arahan. 4.
Dimensi jaminan kejelasan
waktu penyelesaian
pengurusan yang disediakan
empat loket. 5. Dimensinya
adalah empati sikap
bersahabat kepada
masyarakat. Kecepatan
pelayanani menjadi faktor
penunjang kualitas untuk
meningkatkan kinerja instansi
pemerintah.

Hasil penelitian ini dimensi
bukti fisik ( tangible)
dikarenakan belum adanya
Kipas agin maupun AC di
ruang tunggu, belum adanya
pengeras suara untuk
memanggil antrian, serta belum
adanya buku bacaan atau koran
yang dapat dibaca selama
menunggu antrian proses
layanan. (2) kehandalan
(Reliablity) Pegawai
melakukan pemrosesan produk
layanan terperinci secara jelas.
(3) Daya Tanggap



Adelina
Permata Sari
Ritonga
(2018)

Kinerja
Pelayanan
Publik
Dalam
Penerbitan
Surat Izin
Usaha
Perdagangan
(SIUP)  Di
Dinas
Penanaman
Modal Dan
Pelayanan
Terpadu
Satu  Pintu
Kota Medan

Metode
Kualitatif
Deskriptif.
Teori
Kinerja
Birokrasi
Publik oleh
Agus
Dwiyanto
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(Responsive) Pegawai
merespon hal-hal yang
ditanyakan masyarakat dan
memberi pengarahan terkait
dengan pertanyaan tersebut.
(4) Jaminan (Assurance)
Berupa kemudahan layanan
dan jaminan keamanan
kepada masyarakat yang
mengajukan permohonan
layanan. (5) Empati (
Empathy) Sikap petugas
yang ramah dalam
menghadapi permintaan,
kritik, dan saran yang
diberikan oleh masyarakat.

Kinerja pelayanan publik
pada pelayanan pada
penerbitan SIUP di Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Medan. Kinerja
pelayanan publik pada
penerbitan SIUP di Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu kota Medan bisa
dikatakan telah memenuhi
dimensi ataupun tolak ukur
atas teori yang penulis
gunakan. Akan tetapi, apabila
ingin dibandingkan, maka
pelaksanaannya tidak
maksimal, terutama pada
pelayanan publik dalam
penerbitan SIUP yang
terkadang waktu
penerbitannya tidak sesuai
dengan SOP yang telah
ditetapkan. Penyebabnya
justru datang dari pihak
pemohon dan tim teknis
SKDP tersebut.

Sumber : Data diolah oleh peneliti tahun 2024



25

Berdasarkan penelitian terdahulu yang disebutkan di atas, dapat
disimpulkan bahwa jelas banyak penelitian terdahulu yang meneliti kualitas
pelayanan dan juga berada dalam hal waktu dan lokasi penelitian. Dari
penelitian di atas terlihat pula adanya kesamaan dalam penggunaan metode
survei, yaitu penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif, ketika
menyelidiki kualitas pelayanan publik yang membedakan peneliti ini dengan
peneliti sebelumnya adalah apa yang dilihat dari subjek penelitinnya. Pada
penelitian ini penulis mengunakan teori Kualitas Pelayanan oleh Zeitham,
Parasuraman & Berry yang terdiri dari Tangible (Bukti Langsung), Reliability
(Kehandalan, Responsive (Daya Tanggkap), Emphaty (Jaminan). Objek penelitian
ini adalah Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun

2022.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan hal yang paling sisorot dalam penyelengaraan
pemerintah. Hal ini karena eksistensinya yang tidak bisa dilepaskan dari
kehidupan® masyarakat. Sebagai penerima pelayanan publik, warga negara
mempunyai  hak untuk menerima pelayanan yang berkualitas dari
penyelenggara pelayanan publik. Tentu saja, dalam pelaksanaannya harus

memperhatikan standar-standar yang telah ditetapkan.

Pelayanan publik pada dasarnya adalah kegiatan tidak berwujud yang

dibrikan organisasi dan individu kepada konsumen (pelanggan). Pelayanan
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publik merupakan sebuah konsep yang umum digunakan oleh banyak
pemangku kepentingan, termasuk praktisi dan akademisi, dan administrasi
publik dipahami secara sederhana sebagai layanan yang diberikan oleh

pemerintah.

Sinambela mengungkap bahwa pelayanan publik ialah “Setiap kegiatan
yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan banyak orang melakukan
sesuatu kegiatan yang memberikan manfaat bagi mereka sebagai suatu
kelompok atau sesatuan dan memberikan kepuasan meskipun hasilnya tidak

berkaitan dengan fisik”.?’

Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 2003 tentang Penguatan
Lembaga Negara, pengertian pelayanan publik meliputi segala pelayanan yang
diberikan oleh instansi pemerintah, badan usaha pusat, daerah, berupa barang
dan/jasa dalam rangka: Meliputi format layanan. Inisiatif yang menanggapi
kebutuhan masyarakat lokasi dalam kerangka penerapan ketentuan hukum.?®
Pelayanan umum atau pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh
pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah atau pihal swasta kepada

masyarakat, dengan tau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau

kepentingan suatu masyarakat. 2

27 Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara. him 5.

28 Keputusan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara 63 Tahun 2003.

2 Pandji Santoso. 2009. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance, Refika
Asitama. Bandung, HIm 57
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2.2.2 Standar Pelayanan Publik

Standar pelayanan publik merupakan standar ukuran atau prasyaratan yang
harus dipehuni dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib dipatuhi
oleh penyedia pelayanan (pemerintahan) dan atau pengguna layanan
(masyarakat). Setiap penyedia layanan publik harus menetapkan standar layanan
30

dan dipublikasikannya untuk menjamin keselamatan mereka yang dilayani .

Standar pelayanan meliputi:

a. Prosedur pelayanan: yang dibakukan bagi pemberi dan pemerima
pelayanan termasuk pengaduan.

b. Waktu penyelesaian: yang ditetapkan sejak saat pengaduan permohonan
sampai dengan penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan.

c. Biaya pelayanan: termasuk rincian tarif yang ditetapkan dalam proses
pemberian pelayanan.

d. produk pelayanan: hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.

e. Sarana dan prasarana: penyedian sarana dan prasarana pelayanan yang
memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

f. Kompetensi petugas pemberian layanan: harus ditetapkan dengan tepat
berdasarkan pengetahuan, kealihan, keterampilan, sikap dan perilaku yang

diperlukan.

30 Mahmudi. 2007. manajemen kinerja sektor publik. UUP STIM YKPN. Y ogyakarta. Hal 220
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2.2.3 Konsep Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Josep M. Juran dalam Budiarto dalam Hardiansyah (2011)
kualitas pelayanan publik adalah sesuai untuk digunakan (fines for use) yakni
suatu produk atau jasa harus bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh
penggunanya. Definisi kualitas juga dikemukakan oleh Gervin dan Dauvis,
kualitas adalah kondisi yang dinamis yang terkait dengan produk, kondisi kerja
atau manusia, tugas, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi

harapan masyarakat.

Maxwell dalam Mansyur Achmad (2008) mengungkapkan 5 kriteria

untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas, yakni:

1. Tepat dan relavan artinya pelayanan harus mampu memenuhi
presprensi harapan, dan kebutuhan individu atau masyarakat.

2. Tersedia dan terjangkau artinya pelayanan ahrus dijangkau oleh
orang atau kelompok yang mendapatkan prioritas.

3. Dapat menjamin rasa keadilan artinya terbuka dalam memberikan
perlakuan terhadap individu atau sekelompok orang dalam keadaan
yang sama.

4. Dapat diterima artinya pelayanan memiliki kualitas apabila dilihat
dari  Teknik atau cara, kualitas, kemudahan, kenyamanan,
menyenangkan, dapat diandalkan, tepat waktu, cepat, dan manusiawi.

5. Efektif artinya menguntungkan bagi pengguna dan semua lapisan

masyarakat.
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Berdasarkan pendapat diatas bahwa kriteria dalam menciptakan
pelayanan yang berkualitas yang pertama adalah memahami kebutuhan dan
harapan masyarakat serta menyediakannya pada seluruh lapisan masyarakat.
Banyaknya pengguna layanan yang berasal dari berbagai lapisan mulai dari
kalangan atas sampai bawah pemberi layanan dituntut berlaku adil dalam
memberikan layanan dan tidak membeda-bedakan masyarakat sesuai dengan
status sosialnya karena semua masyarakat berhak menerima layanan terbaik
dengan memerhatikan semua aspek seperti menerima respon yang positif dan
penyelesaian administrasi yang cepat, dengan perlakuan yang sama maka

semua lapisan masyarakat merasakan kepuasan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan yang telah diberikan
olen Aparatur Pemerintah dan Aparatur Negara, terdapat indikator kualitas
pelayanan publik, padahal ini juga menjadi tolak ukur bahwa kualitas
pelayanan tersebut bisa dikur dari kriteria indikator kualitas pada pelayanan
publik. Sebagai landasan teori, Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam
Hardiansyah (2011) membahas indikator kualitas pelayanan secara nerkali, dan
secara nyata yang dirasakan konsumen ada pada lima dimensi kualitas
pelayanan. Tolak ukur kualitas pelayanan tersebut dapat dikur dari kriteria
indikator kualitas pada pelayanan publik. Menurut Zeithaml, Parasuraman dan
Berry dalam Hardiansyah (2011) untuk mengetahui kulitas pelayanan yang
dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada indikator kualitas pelayanan yang

terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu :



30

1. Bukti Langsung (Tangible)

Tangible vyaitu fasilitas, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas
komunikasi yang dimiliki oleh penyedia layanan. Karena suatu pelayanan tidak
bisa dilihat, tidak dapat dicium dan tidak bisa diraba, maka aspek tangible
menjadi  penting - sebagai ukuran terhadap pelayanan. Pelanggan akan
menggunakan indra - penglihatan untuk menilai suatu kualitas pelayanan.
Tangible mengacu pada kemampuan suatu perusahaan untuk menunjukkan
eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan, kinerja dan lingkungan
sarana dan prasarana fisik suatu perusahaan memberikan bukti nyata atas
pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa. Ini termasuk fasiliotas
(Gedung,Gudang,dll), perlengkapan dan peralatan yang digunakan (teknologi),

penampilan karyawan dIl.3
2. Kehandalan (Reliability)

Kehadalan yaitu kemampuan instansi dalam memberikan pelayanan yang
dapat diandalkan dan akurat. Persyaratan untuk memenuhi permintaan
masyarakat yang terus meningkat terhadap layanan ini harus diselaraskan
dengan kebutuhan untuk menyediakan layanan yang efisien dan cepat, sehingga
memerlukan petugas yang mampu beradaptasi dan tanggap dalam pekerjaannya.
Hal ini mencakup kecermatan petugas, kemampuan petugas, dan standar

pelayanan yang jelas.

31 Tjiptono FANDY & Chandra Gregorius. 2007. Servuce, Quality 7 Statisfaction. ANDI
Yogyakarta him 135.
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3. Daya Tanggkap (Responsiveness)

Daya tanggkap yaitu, kerelaan untuk menolong pennguna layanan dan
menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. Sikap tanggap pegawai dalam
memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan
cepat. Pemberian pelayanan yang dibutuhkan. Sikap tanggap ini merupakan

suatu akibat akal dan pikiran yang ditujukkan pada pelanggan.
4. Jaminan (Assurance)

Jaminan yaitu jaminan ketepatan waktu dan jaminan biaya memainkan
peran penting dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam hal
pelayanan publik, menanamkan kepercayaan terhadap keadalan ketepatan waktu
dan perkiraan biaya penyedia layanan. Terdapat dua indikator yaitu ketepatan

waktu dan jaminan biaya dalam pelayanan.
5. Empati (Emphathy)

Emphathy vyaitu dimensi ini berkaitan dengan keramahan dan juga
kepedulian petugas dalam memberikan pelayanan. Petugas yang ramah dan
berkomunikasi yang baik akan menjadi salah satu faktor pendukung bagi
pengguna layanan untuk memberikan penilaian yang baik atas pelayanan yang
diberikan. Apabila keramahan dan kepedulian telah diberikan maka akan
terjalin hubungan yang baik antara petugas pelayanan dengan masyarakat yang

melakukan pelayanan.
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2.3 Skema Pemikiran

Dalam penelitian skema pemikiran adalah upaya yang mudah untuk
memahami maksud dan tujuan dari penelitian yang akan di teliti. Peneliti
melihat fenomena yang menarik Kkinerja pemrintah pelayanan publik Kota
Bukittinggi harus dapat menyelenggarakan pelayanan yang optimal dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat agar harapan masyarakat sebagai yang
dilayani dapat terpenuhi sehingga masyarakat dapat memberikan penilaian

terhadap penyelengaraan pelayanan yang diterimanya.

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik tentunya ada beberapa
kualitas pelayanan publik di Kota Bukittinggi yang menjadi penilaian
masyarakat terhadap pelayanan diberikan melalui pengalamannya. Selain
pengalaman dari pelayanan yang diberikan, masyarakat dapat memberikan
penilaian dari pengetahuan mereka kegiatan pelayanan yang selama ini

diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bukittinggi.

Bagan skema pemikiran diatas menjelaskan bahwa penulis mengkaji
kinerja pemerintah di sektor pelayanan publik melalui teori kualitas pelayanan

publik di ‘Kota Bukittinggi tersebut.



Bagan 2.1
Skema Pemikiran
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

l

Fenomena mengenai kualitas pelayanan
publik di Dinas Sosial Kota Bukittinggi
Tahun 2022

l

Teori Kualitas Pelayanan Publik

Oleh Zeithaml ddk (1990)

v

Tangibel

Realibility Responsiveness Assurance

Emphaty
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BAB I111

METODE PENELITAN

3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian

Menurut sugiyono cara ilmiah merupakan penelitian yang didasari pada
unsur keilmuan, rasional, emperis dan sistematis. 32 Maka metode penelitian
merupakan salah satu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data
dengan tujuan dan guna untuk suatu hal. Pada penelitian ini, jenis penelitian
yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mode studi kasus
untuk menjelaskan secara keseluruhan mengenai Analisis Rendahnya Kualitas

Pelayanan Publik Di Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2022.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian dengan studi
kasus dengan tipe analisis untuk menjelaskan Kualitas Pelayanan Publik di
Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2022 yang akan disajikan melalui
kata-kata dan data setelah peneliti mendapatkan hasil wawancara untuk
menggambarkan fenomena yang terjadi dilapangan dan kemudian penelitian

deskriptif fenomena ini diuraikan berdasarkan penuturan para naraumber.

Dengan pendekatan penelitian kualitatif ini, dari penulisan latar belakang,
rumusan permasalahnnya, hingga kesimpulannya menggunakan metode

pendekatan kualitatif. Untuk mengetahunya, peneliti mewawancarai informasi

32 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantititatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Bandung.HIm 2
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penelitian atau partisipasi dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan

luas.

3.2 Lokasi Peneltian

Untuk lokasi penelitian dilakukan di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera
Barat, untuk pemilihan lokasi ini didasarkan tempat informasi yang akan
diteliti oleh peneliti. Alasan peneliti-memilih lokasi tersebut dikarenakan
Pelayanan Publik Kota Bukittinggi nomor dua terbawah pada tahun 2022 . Hal
tersebut rasanya tidak sesuai dengan Kota Bukittinggi yang ternilai cukup terkenal.
Fenomena tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Di Kota

Bukittinggi.

3.3 Operasionalisasi Konsep

Operasinalisasi Konsep merupakan salah satu langkah didalam suatu
penelitian, yang dimana penelitian melakukan sebuah penelitian ke dalam
konsep yang memuat indikator-indikator yang lebih rinci dan dapat diukur.
Fungsi operasionalisasi konsep ini ialah untuk mempermudah penelitian dalam
melakukan sebuah analisa. Baik atau tidaknya kerangka operasional, diukur

melalui seberapa tepat dimensi yang diurai memberikan gambaran.

3.4 Peran Penelitian

Peranan peneliti dalam penelitian ini sangat dominan dan menentukan
karena peneliti ini  menggunakan metode Kkualitatif. Ciri-ciri penelitian

kualitatif menempatkan penelitian baik secara sendiri maupun dengan bantuan
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orang lain sebagai alat pengumpulan data yang utama atau sebagai instrumen
penelitian itu sendiri. Sedangkan alat-alat yang lain seperti panduan wawancara,
rekaman kaset, dan lainnya hanyalah sebagai alat bantu penganti sendiri

sebagai pengkonstruksi realitas atas dasar pengalaman di medan penelitian.

Awal penelitian ini dumulai dari peneliti mendapatkan surat persetujuan
untuk melanjutkan ke tahap mencari data primer dan sekunder dari dosen
pembimbing skripsi, lalu peneliti mengurus surat rekomendasi untuk dapat
melakukan turun lapangan. Pada tanggal 24 Oktober 2023 diterbitkan surat izin

sebagai landasan peneliti dalam mengumpulkan data dalam melakukan penelitian.

Setelah mendapatkan surat izin penelitian, peneliti berangkat ke Bukittingi
dan langsung mengurus surat KESBANGPOL. Pada tanggal 20 November 2023
surat izin dari KESBANGPOL keluar dan peneliti langsung mengantarkan surat

tersebut ke Dinas Sosial Kota Bukittinggi.

Pada tanggal 1 Desember peneliti melakukan wawancara dengan bapak
Novrianto selaku bagian umum dan kepegawaian Dinas Sosial Kota
Bukittinggi,bapak fajar selaku pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, bapak
Tomi Hidayat selaku kepala bidang rehabilitas perlindungan dan jaminan sosial,

dan bapak Fadli selaku coordinator PKH Dinas Sosial Kota Bukittinggi.

Pada tanggal 2 Desember 2023 peneliti melakukan wawancara dengan
Tiara Ayuni dan Ainul Fitri selaku masyarakat yang pernah berkunjung ke Dinas
Sosial Bukittinggi. Peneliti menggali semua informasi yang terkait dengan judul

penelitian peneliti.
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Penelitian ini menghabiskan banyak waktu dikarenakan banyak informan
yang sulit dihubungi serta surat izin, seperti surat izin dari Ombudsman. Peneliti
menunggu surat izin dari Ombudsman keluar selama 2 minggu, setelah
mendapatkan izin dari pihak Ombudsman peneliti langsung ke kantor Ombudsman

untuk melakukan wawancara.

pada tanggal 23 April 2024 penelitu melakukan wawancara dengan Melisa
Fitri selaku Asisten muda Il Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat
sekaligus menjadi informan teriangulasi. Proses wawancara berlangsung di
kantor Ombudsman di Sawahan Kecematan Padang Timur. Peneliti mendapatkan
informasi tentang pandangannya mengenai Kualitas Pelayanan Publik Dinas

Sosial Kota Bukittinggi tahun 2022.

setelah melakukan wawancara dengan seluruh informan, peneliti kembali
ke kampus untuk melakukan bimbingan dan hasilnya masih ada informan yang
kurang yaitu bapak Martias Wanto selaku Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi,

karena beliau juga menjadi salah satu informan penting dalam penelitian ini.

Bapak Fajri selaku pembimbing peneliti menyarankan untuk mewawancarai
bapak Martias Wanto. Mengingat bapak Martias Wanto tidak bisa melakukan
wawancara secara langsung maka peneliti nelakukan wawancara melalui via
WhatsApp pada tanggal 12 Juni 2024. Setelah mendapatkan data secara lengkap,

peneliti mulai menulis dan mengolah data.
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3.5 Pemilihan Informan Penelitian

Metode penentuan informasi pada penelitian ini dilakukan dengan metode
purposive sampling. Purposive Sampling yaitu sebelum melakukan penelitian,
peneliti telah mengindentifikasi kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh
orang yang akan menjadi informasi. Standar yang diterapkan bersifat relativ,
bergantung pada kebutuhan dan tujuan penelitian peneliti dan juga peneliti
percaya bahwa anggota sampel yang dipilih memenuhi kualifikasi yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.®

Informasi sendiri merupakan hal yang terpenting untuk memilih informasi
dengan benar, karena nantinya akan berimplikasi pada validasi informasi yang
akan disampaikan, oleh karena itu dalam penelitian ini dibutuhkan Teknik
pemilihan informasi yang tepat. Menurut Afrizal, informasi penelitian
merupakan orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun
orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara

secara mendalam.®*

Dalam penelitian kualitatif informasi terbagi menjadi tiga yaitu, informasi
kunci, informasi utama, dan informasi pendukung, informasi kunci adalah
informasi yang sangat utama, karena dia adalah seseorang yang harus memiliki
informasi secara menyeluruh atas apa topik permasalahan yang peneliti angkat.
Dimana informasi kunci itu bukan hanya mengetahui tentang kondisi atau

fenomena pada masyarakat secara garis besar, tetapi juga memahami informasi

33 Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers. HIm. 139
34 Afrizal. Op.Cit
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tentang informasi utama. Informasi kunci diambil oleh peneliti adalah

akademis yang memahami studi pelayanan publik.

Menurut Spradley dalam Burhan Bugin® ada lima kriteria pemilihan

informasi:

1. Subjek yang memberikan informasi tidak cenderung diolah atau
dipersiapkan - terlebih dahulu atau tergolong apa adanya dalam
memberikan informasi

2. Subjek yang mempunyai cukup banyak waktu ada kesempatan untuk
diwawancarai

3. Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kajian
atau medan aktivitas yang menjadi informasi, juga menghayati secara
sungguh-sungguh sebagai akibat dari ketertiban dan cukup lama dengan
lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan. Ini biasanya ditandai
dengan kemampuannya dalam memberikan informasi tentang suatu

yang ditanyakan.

Peneliti telah membuat kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh
informasi untuk mendapatkan sumber informasi. Kriteria yang ditetapkan

bergantung pada kebutuhan dan tujuan penelitian yang dilakukan peneliti.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menentukan kriteria informan

peneliti sebagai berikut:

3 Burhan Bugin. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers. HIm. 69



40

Tabel 3.1

Kriteria Informan

No Kriteria Informan

1. Pejabat yang terlibat dalam proses kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial
Kota Bukittinggi

2. Orang yang mampu menceritakan dan memberikan informasi mengenai
kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial Kota Bukittinggi

3. Lembaga atau instansi yang berperan penting dan terlibat langsung
dalam kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial Kota Bukittinggi

4. Orang yang bersedia dan rela (tidak terpaksa) dalam memberikan informasi

mengenai kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial Kota Bukittinggi

Sumber : diolah oleh peneliti Tahun 2024

Berdasarkan kriteria diatas maka informan penelitian dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Informan Penelitian

No Nama Informan Jabatan

1 Nofrianto Kepala Bagian Umum dan
Kepegawaian Dinas Sosial Kota
Bukittinggi

2 Fajar Pelaksanaan  Penanggulangan
Kemiskinan Dinas Sosial Kota
Bukittinggi

3 Tomy Hidayat Kepala Bidang Rehabilitas dan
Perlindungan dan  Jaminan
Sosial Kota BukKittinggi

4 Fadli Koordinator PKH Dinas Sosial
Kota Bukittinggi

5. Martias Wanto Sekretariat Daerah Kota
Bukittinggi

6. Marfendi Wakil Wali Kota Bukittinggi

7. Meilisa Fitri Asisten Muda 11 Ombudsman

Sumatera Barat

Sumber : diolah peneliti tahun 2024
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3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. 3¢
Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber
primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber data secara
langsung yang memberikan informasi kepada peneliti, sedangkan sekunder ialah

sumber data yang di peroleh secara tidak langsung.

a. Wawancara
Wawancara adalah Teknik pengumpulan data melalui proses tanya
jawab secara lisan satu arah, yang artinya pertanyaan dating dari pihak
wawancara dan dijawab diberikan oleh narasumber. Wawancara
bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsuang dari pihak
yang terlibat, dan wawancara juga dapat membantu proses identifikasi
dokumen yang penting. Wawancara dilakukan dalam penelitian ini
terstruktur, sehingga peneliti bias secara leluasa melacak berbagai segi
dan arah untuk mendapatkan informasi yang selengkap mungkin.

b. Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang
dilakukan dengan percakapan dan menyangkut persoalan pribadi
terdahap penelitian. Dokumentasi berisikan gambar atau dokumentasi

tertulis yang didapat ketika melakukan penelitian yang dijadikan

36 Zuchri Abdussamad. Op.Cit. HIm 142,
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sebagai bukti telah melakukan penelitian. Dokumentasi menghasilkan
data deskriptif yng cukup berharga dan digunakan untuk menelah

segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif.

3.7 Triangulasi Data

Trigulasi pada dasarnya merupakan pendekatan multi metode yang
dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan data menganalisis data. Ide
dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik
sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut
pandang, Memotret fenomena hingga dari sudut pandang yang berbeda-beda
akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran data atau informasi yang
diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara
mengurangi sebanyak mungkin bisa yang terjadi pada saat pengumpulan dan
analisis data.

Trigulasi menjadi sangat penting dalam penelitian kualittaif, trigulasi
dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti baik menganai fenomena
yang diteliti maupun konteks dimana fenomena itu muncul. Bagaimanapun,
pemahaman yang mendalam (deep understanding) atas fenomena yang diteliti
merupakan nilai yang harus diperjuangkan oleh setiap peneliti kualitatif. Sebab,
penelitian lahir untuk menangkap arti (meaning) atau memahami gejala,
peristiwa, kejadian, realitas atau masalah tertentu mengenai peristiwa sosial dan
kemanusiaan dengan kompleksitasnya secara mendalam, dan bukan untuk
menjelaskan (to explain) hubungan antar variabel atau membuktikan hubungan

sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah tertentu.
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Dalam penelitian ini, peneliti memilih Teknik trigulasi pakar yang artinya
diperoleh dari berbagai macam informan. Peneliti mengunakan trigulasi pakar
seorang akademis yang paham tentang Kkinerja birokrasi pelayanan publik.
Peneliti menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data
yang diperoleh. Peneliti juga membandingkan informasi yang diperoleh dari
sumber (informasi) dengan sumber lainnya (informasi lainnya). Trigulasi sumber
data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan
perbandingan di antara informan penelitian. Peneliti telah menerapkan kriteria

informan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Informan triangulasi
No Informan Alasan
1.  Tiara Ayuni Penerima Layanan di Dinas Sosial Kota
Bukittinggi
2. Ainul Fitri Penerima Layanan di Dinas Sosial Kota
Bukittinggi

Sumber: diolah oleh peneliti Tahun 2024

3.8 Analisis Data

Menurut Bogdan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-
bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan

kepada orang lain. Analisis data merupakan hal yang kritis dalam penelitian



44

kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data

sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. 3

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan dua cara yaitu interpretasi
etik dan emik. Interpretasi etik adalah pandangan yang didapatkan selama
melakukan wawancara dengan informan. Sedangkan data emik adalah data yang
berdasarkan pada pandangan peneliti dalam menanggapi hasil temuan di lapangan.
Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan analisis berdasarkan data

yang diperoleh dan selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesis.

3.9 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan di dalam penelitian ini, sesuai dengan apa

yang peneliti paparkan di bawah ini:
Bab 1 Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini peneliti membahas latar belakang masalah
atau fenomena mengenai analisis kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial
Kota Bukittinggi tahun 2022. Dalam latar belakang masalah peneliti
menjelaskan -tetang Analisis kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial tahun
2022. Dalam bab ini muncul pertanyaan peneliti, serta ada juga tujuan dan

manfaat penelitian.

37 Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
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Bab 11 Kerangka Teori

Pada bab ini, peneliti menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang telah
dilakukan. Sehingga diminta suatu kebaharuan dalam penelitian ini. Selanjutnya
dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan,

serta seperti apa skema pemikiran peneliti di dalam melakukan penelitian ini.

Bab IIl Metode Penelitian

Metode penelitian ini berisikan pendekatan dan tipe penelitian, lokasi
penelitian, informan penelitian, triangulasi data, analisa data, dan sistematika
penulisan. Penelitian  menggunakan pendekatan kualitatif —untuk bisa

menjelaskan secara rinci fenomena yang diteliti.

Bab IV Deskripsi Lokasi/Objek Penelitian

Berisikan penejelasan mengenai dimana daerah atau lokasi penelitian yang
akan diteliti guna untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan yang

ada disana yang akan peneliti teliti.

Bab V Temuan Data dan Pembahasan

Membahas temuan di lapangan berdasarkan operasional penelitian
berupa data kualitatif yang mengindentifikasi, mendeskripsikan serta
menganalisa peran dan fungsi pelayanan publik di Dinas Sosial Kota

Bukittinggi tahun 2022.
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Bab VI Penutup

Dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil
penelitian dan saran dari peneliti, yang diharapkan mempu menjadi sumber

bagi penelitian sebelumnya.
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota yang mempunyai luas
wilayah yang relatif kecil di Sumatera Barat dengan jumlah kepadatan
penduduk yang tergolong tinggi. Kota Bukittinggi dikenal dengan sebutan
“Kota Jam Gadang” dan “Kota Wisata”. Secara Astronomis Kota Bukittinggi
terletak antara 100,210- 100,250 Bujur Timur dan 00,160-00,200 Lintang
Selatan pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang Pulau
Sumatera. Kota Bukittinggi berjarak 91 km dari ibu kota Provinsi Sumatera
Barat yaitu Padang. Di sebelah Barat Kota Bukittinggi terdapat lembah yang
dikenal dengan Ngarai Sianok dengan kedalaman yang bervariasi antara 75-
110 meter, serta mempunyai kemiringan 80°- 90° yang menjadi daya Tarik
wisata. Kota Bukittinggi dialiri oleh 2 batang sungai, yaitu Batang Tambuo di

sebelah timur dan Batang Sianok di sebelah barat.®®

Bukittinggi memiliki sejarah Panjang dalam perkembangan kotanya.
Perkembangan Kota Bukittinggi hingga ke dalam bentuk kota yang sekarang
tidak terlepas dari perkembangan latar belakang sejarah baik secara politik,

ekonomi maupun sosial budaya. Terbentuknya, pusat-pusat kegiatan yang ada

% 1bid
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dikawasan pusat kota saat ini juga dapat ditelusuri melalui jejak-jejak

sejarahnya dalam berbagai bentuk benda cagar budaya baik fisik.

Secara administrasi  Kota Bukittinggi berbatasan langsung dengan
beberapa wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Agam, yaitu:

1. Sebelah Utara: berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau; Kecamatan

Tilatang Kamang; Kabupaten Agam.

2. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Nagari Banuhampu; Kecamatan
Banuhampu Sungai Puar; Kabupaten Agam.

3. Sebelah Barat: berbatasan dengan Nagari Sianok, Guguk, dan Koto V
Gadang; Kecamatan 1V Koto; Kabupaten Agam. Sebelah Timur:
berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang; Kecamatan
IV Angkat Kabupaten Agam.

Kota Bukittinggi memiliki luas wilayah yaitu 25,24 km2. secara de jure
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam, luas Bukittinggi menjadi
145,29 km? dengan masuknya beberapa kenagarian di Kabupaten Agam ke
dalam wilayah administratifnya. Namun hingga saat ini perubahan batas wilayah
tersebut belum terlaksana karena terdapat keberatan dari sebagian masyarakat
Kabupaten Agam. Kota Bukittinggi terdiri dari tiga kecamatan dan 24 kelurahan,

dengan kecamatan terluas adalah kecamatan Mandiangin Koto Selayan. 3°

% Tentang Kota Bukittinggi (bukittinggikota.go.id) diakses pada 2 November 2023, pukul 20.27
WIB
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Persebaran kecamatan dan kelurahan di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada peta

berikut:

Gambar 4.1
Peta Kota Bukittinggi

KABUPATEN AGAM

Sumber: Badan Pusat Statisktik Tahun 2024

4.1.1 Keadaan Demografi

Berdasarkan penjelasan di atas, Jumlah penduduk Kota Bukittinggi secara
keseluruhan pada tahun 2022 130.285. Dari total jumlah penduduk tersebut
60.816 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 60.771 jiwa berjenis kelamin
perempuan rinciannya laju pertumbuhan rata-rata 2,04% dan kepadatan rata-
rata 4.817 jiwa per km 2. Dapat disimpulkan bahwa sex rasio penduduk Kota
Bukittinggi 100,07, hal tersebut berarti jJumlah penduduk perempuan dan laki-laki
di Kota Bukittinggi seimbang. Adapun Luas wilayah dan persebaran penduduk di

tiga kecamatan yang terdapat di Kota Bukittinggi sebagai tabel berikut :
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Tabel 4.1
Luas wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut
Kecamatan di Kota Bukittinggi

No Kecamatan Luas Jumlah Kepadatan
wilayah penduduk penduduk (per km?
(jiwa)
1 Guguk Panjang 6.931 46.000 6.035
2 Mandiangin Koto Selayan 12.185 55.772 4.416
3 Aur Birugo Tigo Baleh 9.252 28.513 4.268
Kota Bukittinggi 28.368 130.285 14.719

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Dari tabel 4.1 kita dapat mengamati penduduk di Kota Bukittinggi yang
paling banyak mendiami Kecamatan Guguk Panjang dengan jumlah penduduk
46.000 jiwa dan yang paling sedikit adalah di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
dengan jumlah penduduk sebanyak 28.513 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan
tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi yaitu Kecamatan Guguk Panjang
dengan jumlah 6.035 jiwa per km2. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebanyak
4.416 jiwa per km2, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh sebanyak 4.268 jiwa per

km2.

4.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bukittinggi

Dinas sosial Kota Bukittinggi merupakan unsur pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang sosial yang dipimpin oleh kepala dinas yang
berkendudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui

sekretariat.

Berdasarkan peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 44 Tahun

2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja
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Sosial memiliki tugas membantu walikota melaksanakan urusan

pemerintah dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Tahun

Berdasarkan pasal 2 ayat 4 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 44

2016 menyebutkan bahwa Dinas Sosial memiliki fungsi, yaitu :

Penyelenggaraan  perumusan, penetaan, pengaturan dan koordinasi
pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial meliputi rehabilitasi sosial,
perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial.
Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas
bidang sosial.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Pelaksanaan administrasi dinas.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pada dinas sosial Kota Bukittinggi, terdapat empat bidang untuk

melayani kepentingan masyarakat, bidang-bidang tersebut antara lain:

1.

Bidang perlindungan dan jaminan sosial, terdapat beberapa seksi yaitu
perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban
bencana sosial, jaminan sosial keluarga.

Bidang rehabilitas sosial, terdapat beberapa seksi yaitu rehabilitas sosial
korban bencana alam, perlindungan sosial korban tuna sosial dan korban

perdagangan orang.
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3. Bidang pemberdayaan sosial, terdapat beberapa seksi yaitu
pemberdayaan perorangan dan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan
kelembangaan sosial, pemberdayaan potensi dan restorasi sosial.

4. Bidang penenganan fakir miskin, terdapat beberapa seksi vaitu,
identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan fakir miskin

perkotaan, bantuan stimulant dan penataan lingkungan sosial.

4.3Visi Misi Dinas Sosial Kota Bukittinggi
Sebagai salah satu instansi penyediaan pelayanan publik, visi Dinas Sosial
adalah “Menciptakan Bukittinggi Hebat Berlandaskan Adat Basandi Syara’,

Syara’ Basandi Kitabullah”.

Sedangkan Misi Dinas Sosial Yaitu:

a. “HEBAT” Dalam Sektor Ekonomi Kerakyatan.

b. “HEBAT” Dalam Sektor Pendidikan.

c. “HEBAT” Dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan.

d. “HEBAT” Dalam Sektor Kepariwisataan, Seni Budaya dan Olahraga.
e. “HEBAT” Dalam Tata Kelola Pemerintahan.

f. “HEBAT” Dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan.

g. “HEBAT” Dalam Sektor Bidang Pertanian.
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4.3.1 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA BUKITTINGGI

STRUKTUR ORGANISASI
INAS SOSIAL I \
KONDISHANUARS 2021 ’

KEPALA DINAS
SYANJIFAREDY FILLA FERDE, S.5TP, M.Si
\ |
SEKRETARIS
Drs, IMAM SUHARSOYO
KEPALA BIDANG REHABILITAS!, PERLNDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL KEPALA BIDANG AN SOSIALDAN
TOMYHIDAYAT, 5,505, M.M RIKAELSYA PUTRI, SE. M.Si
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PECRIA S ML MUDASUD RIBSONY PIRUNOUNGIN MUDASUB SURSTANS MUDA SUB SUBSTANS POMALADAYAN
MUDASUD SUBSTING PORLADUNGAN DAN XCRBAN SENCANA KCSCUNTIRAN DAY PIMBLROROMAN PINUNOANG
SDUSUTAY SO AN SO AU DAN SO NLY N POTING SUMBER MASALEY
KEPAHLAWANAN KISTANTIN SOSAC KESHANTIAMN S05AL
OV P, Y HENORA, 52 TRMON HASAN SASAL
ppy TuADR, 94 WA SULASTIL, $50s
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NOwA SOBRT FRANS. T Yosen
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Sumber: Dinas Sosial Kota Bukittinggi 2024
Berikut adalah rincian struktur organisasi Dinas Sosial Kota Bukittinggi
a. Kepada Dinas : Syanji Faredy Ferde, S.STP,M,Si
b. Sekretaris : Drs. Imam Suharsoyo
c. Perencana Ahli Muda Sub Substansi Perencanaan Dan Keuangan :
Nuryanti, S.Sos, Afriwandi SH, Firdaus, Fauzan Saputra, A.Md.
d. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian : Nofrianto, A.md, Hendra,
Ismail
e. Kepala Bidang Rehabilitas, Perlindungan dan Jaminan Sosial : Tommy

Hidayat, S.Sos., M.M
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Pekerja Sosial Ahli Muda Sub Subtansi Rehabilotas Sosial : Dwi Farina,
SE , Ilham Indra

Pekerja Sosial Ahli Muda Sub Substansi Perlindungan Dan Jaminan
Sosial : Hendra, SE, Nova, Reni Gusriyanti

Pekerja Sosial Ahli Muda Sub Subtansi Perlindingan Korban Bencana
Alam Dan Sosial : Ermon Hasan Basri, S.Sos , Fadhillatul Azimah, S.Psi,
Robert Frans. T

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penenganan Fakir Miskin:
Rika Elsya Putri, SE,M.Si

Pekerja Sosial Ahli Muda Sub Substansi Kesejahteraan Dan Nilai-nilai
Kepahlawanan : Fuadri, SH, Yosreri, Delisman

Pekerja Sosial Ahli Muda Sub Substansi Pemberdayaan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial : Rita Sulastri, S.Sos

Pekerja Sosial Ahli Muda Sub Substansi Pemberdayaan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial : Mirawati
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BAB V

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Pengantar

Bab ini menyajikan data yang peneliti dapatkan selama penelitian yaitu
berupa informasi dari wawancara dengan informasi dan juga dokumentasi.
Data yang telah peneliti dapatkan disajikan dalam bentuk kata-kata dan
argumentasi sehingga dapat memberikan penjelasan secara jelas mengenai

permasalahan dalam penelitian yang peneliti lakukan.

Kemudian inilah yang menjadi rujukan bagi peneliti untuk selanjutnya
dikaji dan dibahas kembali serta mengaitkan dengan teori yang sudah
ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan data temuan peneliti, berikut peneliti akan
memaparkan temuan data berdasarkan dengan tujuan penelitian yaitu,
mendeskripsikan rendahnya kualitas pelayanan publik di Dinas Sosial Kota

Bukittinggi tahun 2022.

Pelayanan publik merupakan pemenuhan keinginan dan kebutuhan
masyarakat oleh penyelenggara negara dan negara didirikan oleh publik dengan
tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bahwa tujuan
pelayanan publik adalah untuk memuaskan masyarakat sebagai pengguna

layanan.*

40 Sinanmela,Lijan Poltak.ddk.2010.Referensi Pelayanan Publik.PT.Bumi Aksara.Jakarta
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Menurut Zeithaml dkk untuk melihat Kualitas Pelayanan dalam
memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat sebagai pengguna
layanan. Dinas Sosial Kota Bukittinggi harus memperhatikan 5 dimensi yaitu;
tangible, realibility, responsiviness, assurance, dan emphaty. Dengan
menggunakan Teori Zeithaml ddk, maka dapat dilihat bagaimana Kualitas
Pelayanan Dinas Sosial Kota Bukittinggi sebagai upaya meningkatkan kualitas
pelayanan publik dengan mengidentifikasi masing -indicator dalam teori
Zeithaml ddk tersebut. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing
indikator dan kaitannya dengan kualitas pelayanan Dinas Sosial Kota
Bukittinggi.

5.2 Dimensi-Dimensi Kualitas Pelayanan

Didalam dimensi-dimensi Kualitas Pelayanan terdapat empat indikator
didalamnya yaitu ~ Dimensi  Tangible (Berwujud), Dimensi Realibility
(Kehandalan), Dimensi Responsiviness (Ketanggapan), Dimensi Assurance

(Jaminan) dan Dimensi Emphaty (Empati).

5.2.1 Dimensi Tangible (Bukti Fisik)

Kelengkapan dan kondisi fisik yang memadai pada sebuah instansi
merupakan suatu ukuran dalam kualitas pelayanan, serta sejauh mana upaya
Dinas Sosial Kota Bukittinggi dalam menyediakan perlengkapan tersebut yang
juga dinilai oleh masyarakat yang melakukan pelayanan. Pengukaran terhadap
dimensi bukti langsung (Tangible) dilakukan pada aspek fasilitas pelayanan,

dan kesiapan pelayanan.
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Kenyamanan tempat sangat penting dalam proses pelayanan bagi pengguna
layanan, karena dengan tempat yang nyaman pengguna layanan akan merasa
nyaman saat menunggu antrian panggilan dari petugas layanan. Tempat pelayanan
juga mempunyai pengaruh dalam kualitas pelayanan. Sebagai penyedia layanan
harus memberikan tempat yang bersih, rapi, teratur, ruang tunggu yang tidak sempit
dan menyediakan tempat duduk yang memadai, serta fasilitas penunjang seperti
TV, karena jika pengguna layanan banyak yang mengantri maka tidak merasa

bosan, sehingga pengguna layanan agar merasa nyaman dalam menunggu antrian.

Temuan peneliti dilapangan ialah kelengkapan dan kondisi fisik yang ada
dikantor Dinas Sosial untuk fasilitas pendukung sudah memadai, dari tersediannya
tempat parkir, ruang tunggu, akan tetapi Gedung yang dipakai sekarang milik
Dinas Kesehatan dalam kata lain Dinasa Sosial menumpang di Gedung Dinas
Kesehatan. Seperti kalimat yang disampaikan oleh Nofrianto selaku Kepala Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian.*

“...saat ini kita menumpang di Gedung Dinas Kesehatan, karena kita belum
mempunyai Gedung sendiri. Nah sekarang kita lagi nunggu dana dari APBD
untuk pembangunan sekaligus mencari lahan untuk pembangunan.
Mengingat susahnya mencari lahan kosong di Kota Bukittinggi karena
kotanya yang kecil.”

Hal ini juga didukung oleh Marfendi selaku wakil wali Kota Bukitinggi.*?

“...kalu dilihat dari sekarang jauh yang diharapkan, karena memang
selama ini ada beberapa dinas yang kurang terperhatikan seperti Dinas
Sosial. Nah untuk masalah Gedung Dinas Sosial saat ini memang belum

41 Wawancara dengan Nofrianto selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial
Kota Bukittinggi. Dilakukan di kantor Dinas Sosial Kota Bukittingi pada tanggal 1 Desember 2023
pukul 14:39

42 Wawancara dengan Marfendi selaku wakil wali Kota Bukitinggi dilakukan di Kantor Wali Kota
Bukittinggi, pada tanggal pada tanggal 13 Desember pukul 14:32
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ada karena kita terkendala di lahan dan anggaran. Namun kita sudah
memiliki perencanaan pembangunan sarana dan prasarana yaitu prioritas
dari Dinas Sosial mengenai penilaian Ombudsman dengan melihat
anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial. Untuk kualitas keamanan kita
sudah menyiapkan mentemen yang baik untuk Dinas Sosial dan dinas yang
lain.”

Gambar 5.2.1
Dinas Sosial Kota Bukittinggi

Sumber : Kantor Dinas Sosial Kota Bukittinggi

Adanya perencanaan yang sudah dirancang oleh Marfendi selaku wakil wali
Kota Bukittinggi kita berharap agar segera terlaksana. Tentu disini Kkita
membutuhkan kerjasama seluruh elemen pemerintahan agar pembangunan gedung
Dinas Sosial Bukitinggi berjalan dengan lancar. Pemerintah harus memperhatikan
bagian anggaran untuk pembangunan gedung Dinas Sosial Bukittinggi karena
dengan adanya anggaran yang cukup dapat membantu berjalannya pembangunan

Gedung Dinas Sosial.
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Meilisa Fitri juga menambahkan selaku Asisten muda Il Omdusman RI
perwakilan Sumatera Barat.43

“...selain gedung tentu kita juga harus memperhatikan sarana dan
perasarana yang lain seperti ruang tunggu, tempat parkir dan toilet. Tapi
hasil penilaian kita semuanya sudah tersedia sarana umumnya. Kalau kita
lihat kantor Dinas Sosial cukup kecil tetapi tapi fasilitasnya cukup memadai
semuanya ada. Kemudian ada sarana yang Kkita lihat yaitu sarana khusus
untuk orang disabilitas, lansia dan ibu menyusui. Sarana khusus tersebut
dilengkapi dengan fasilitas seperti loket khusus disabilitas, kursi roda dan
toilet. Tahun 2022 memang belum ada tetapi pada tahun 2023 sudah ada,
jadi memang 2022 ke 2023 mengalami peningkatan, dan ini juga menjadi
alasan kenapa tahun 2022 nilainya rendah. Di dalam melaksanakan
pelayanan sudah ada regulasinya seperti UU RI No 25 Tahun 2009 Pasal
284.”.

Gambar 5.2.2
Fasilitas di Dinas Sosial Kota Bukittinggi

Sumber: diolah peneliti tahun 2024

43 Wawancara dengan Meilisa Fitri selaku Asisten muda Il Omdusman RI perwakilan Sumatera
Barat dilakukan di Kantor Omdusman Kota Padang, pada tanggal 23 April 2024 pukul 10:00
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Gambar diatas menunjukkan bahwa Kantor Dinas Sosial Kota

Bukittinggi sudah memiliki sarana dan prasarana umum dan disabilitas. Untuk

regulasinya terlampir dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.2.1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 21

Tentang Pelayanan Publik

No Komponen standar pelayanan

Dasar hukum

Persyaratan

Sistem, mekanisme, dan prosedur

Jangka waktu penyelesian

Biaya/tariff

Produk pelayanan

Sarana,prasarana dan / atau fasilitas

XN O W

Kompetensi pelaksanaan

©

Pengawasan internal

[
=)

Penanganan pengaduan, saram dan masukan

=
(B

Jumlah pelaksanaan

-
SRR,

Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan

[EY
w

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk
komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko
keragu-raguan

o
i

Evaluasi kinerja pelaksana

Sumber : Diolah oleh peneliti Tahun 2024
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Tabel 5.2.2
Dimensi Input-Penilaian Sarana Prasarana Dinas Sosial Kota Bukittinggi
Tahun 2022
No Indikator Hasil Penilaian
1.  Frekuensi Pengawasan Internal 3
2. Ketersediaan jumlah petugas sesuai dengan Analisis Beban 3
Kerja (ABK)
3. Ketersediaan kegiatan penjaminan mutu untuk pelayanan 5
yang diberikan
4.  Ketersediaan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 5
5. Ketersediaan instrumen evaluasi kinerja pelaksana 4
6.  Ketersediaan dasar hukum atas standar pelayanan yang 3
diterapkan
7.  Ketersediaan sarana,prasarana, dan fasilitas bagi pengguna 4
layanan
8.  Ketersediaan sarana prasarana bagi pengguna dengan 1

perlakuan khusus
Sumber : Kantor Ombudsman Sumatera Barat Tahun 2024

Dari data yang diperoleh oleh peneliti, dapat dilihat bahwa penilaian
Ombudsman terkait sarana prasarana yang Dimiliki Dinas Sosial cukup baik.
Namun untuk sarana prasarana perlakuan khusus sangat buruk dan perlu
ditingkatkan lagi guna mempermudah masayarakat yang membutuhkan sarana

prasarana te rsebut.

Dinas Sosial Kota Bukittinggi belum mempunyai Gedung sendiri hal
tersebut dikarenakan susahnya mencari lahan yang kosong di Kota Bukittinggi
ditambah minimnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosil. Dinas Sosial dan
Pemerintahan Kota Bukittinggi juga sudah memiliki prioritas pembangunan dan

pembangunan jangka Panjang.

Ketidak lengkapan sarana dan prasaran serta fasilitas yang menjadikan
Dinas Sosial mendapatkan nilai yang rendah. Disini kita lihat ada dua masalah

mendasar mengenai pembangunan Gedung Dinas Sosial yaitu lahan dan anggaran.
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Untuk masalah anggaran tinggal menunggu dana dari APBD, akan tetapi untuk
pembangunan Gedung terkendala di bagian lahannya, karena mengingat Kota
Bukittinggi yang kecil dan Sekaran sudah padat, kecil kemungkinan untuk

mendapatkan lahan yang kosong.

Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas perlu dilakukan
perubahan dan perbaikan yang mengarah pada kepuasan masyarakat. Pada
penelitian ini dimensi tangible ditentukan oleh penampilan aparatur saat

melakukan pelayanan dan kenyamanan tempat melakukan pelayanan.

Pada dimensi tangible yang menjadi kendala di Dinas Sosial Kota
Bukittinggi tahun 2022 masih perlu melakukan perbaikan dan peningkatan
sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar pelayanan yang
ditetapkan oleh Ombudsman karena melihat adanya kekurangan pada fasilitas
pelayanan yang ada, seperti kursi roda, toilet untuk disabilitas, lansia dan ibu

menyusui.

5.2.2 Dimensi Realibility (Kehandalan)

Kemampuan memberikan pelayanan yang handal dan memuaskan sangat
dibutuhkan oleh setiap pemberi pelayanan. Mengukur kehandalan dalam
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sebuah aspek sikap tanggap,

ketepatan pelayanan, dan Batasan waktu dalam pelayanan.

Kecermatan petugas dalam proses pelayanan sangat penting bagi pengguna
layanan. Apabila petugas tidak cermat dalam melayani pengguna layanan maka

akan terjadi kesalahan dan akan menimbulkan pekerjaan baru. Misalnya
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kecermatan dalam pengetikan, apabila terjadi kesalahan salah ketik, maka hal itu
akan merugikan para pengguna layanan. Karena pengguna layanan harus
mengurus kembali kesalahan ketik tersebut. Maka dari itu petugas dituntut untuk
cermat dalam mengerjakan dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya
agar tercipta pelayanan yang baik dan dapat memberikan rasa puas terhadap

pengguna layanan.

Kehandalan yang ada dikantor Dinas Sosial sendiri sudah terbukti baik
dan bisa menjalankan semua aspek sikap tanggap, dan memberikan ketepatan
pelayanan yang baik serta mempunyai batasan waktu dan pelayanan. Terkait
dengan penilaian Ombudsman mengenai rendahnya pelayanan di Kota Bukittnggi
karena Dinas Sosial tidak memiliki inviden atau bukti langsung. Seperti kalimat
yang disampaikan oleh Nofrianto selaku Ketua Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian Dinas Sosial Kota Bukittinggi.*

*“...Dinas Sosial tahun 2023 ini 2 penilaian, Kemenpam dan Ombudsman.
Tahun kemaren kenapa rendah kita pertama sekali dinilai, tahun 2022 tidak
ada sosialisasi tiba-tiba dinilai, yang dinilai yang pakai inviden atau barang
bukti. Sistem Ombudsman secara Nasional kita Sumatera Barat lebih
rentan, Cuma kelemahan Dinas Sosial adalah tidak adanya Inviden karena
takut dalam pengambilan video atau foto masyarkat dibuat risih”

Jika dilihat dari kalimat yang dipaparkan Nofrianto selaku selaku Kepala
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kota Bukittinggi terlihat
bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Dinas sosial sudah baik akan tetapi

Ombudusman meganggap Dinas Sosial tidak melakukan pelayanan dengan

4 ibid
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baik karena tidak adanya inviden. Alasan kenapa Dinas Sosial tidak mengambil
inviden saat melakukan pelayanan kepada masyaakat ialah, takut jika masyarakat
menjadi risih dan tidak nyaman saat melakukan interaksi dengan Dinas Sosial.
Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk menjaga keamanan dan
kenyamanan masyarakat sudah tepat hanya saja tinggal bagaimana cara dari

Dinas Sosial untuk mendapatkan inviden tanpa membuat risih masyarakat.

Berbeda dengan kalimat yang dipaparkan oleh Marfendi selaku wakil
wali kota Bukittinggi.45

““...dari penilaian Ombudsman itu sebenarnya mencoba mempelajari apa
saja yang dinilai, kita tau kenapa nilai C. Nilai sosial kita teralalu rendah
dengan masalah begitu berat, dari kurang memadainya sarana dan
prasarana, pengetahuan tentang layanan ramah kelompok marginal serta
pelayanan untuk orang terlantar.”

Dapat disimpulkan bahwa penilaian yang dilakukan oleh Ombudusman
tidak hanya mengenai inviden akan tetapi yang harus dperhatikan lagi mengenai
sarana prasarana serta pengetahuan mengenai jenis-jenis pelayanan di Dinas
Sosial. Selain itu Dinas Sosial harusnya sudah siap dengan dilakukan penilaian

secara tiba-tiba oleh Ombudusman.

Untuk mengantisipasi hal tersebut sebaiknya Dinas Sosial melakukan
rapat minimal 1 bulan sekali untuk membahas program apa saja dan kebijakan

apa yang telah terealisasi serta melakukan evaluasi terhadap kinerja yang

4 Wawancara dengan Marfendi selaku wakil wali kota Bukittinggi, dilakukan di Kantor Wali Kota
Bukittinggi pada tanggal 13 Desember pukul 14:32
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sudah dilaksanakan. Seperti yang disampaikan oleh Meilisa Fitri selaku Asisten

muda Il Ombudsman RI perwakilan Sumatera Barat.*®

“...selain adanya sosialisasi yang diberikan oleh Ombudsman agar Dinas
Sosial mengerti dan paham mengenai pelayanan, kami juga melakukan
evaluasi terhadap kinerja Dinas-Dinas dan kami berharap Dinas Sosial juga
melakukan evaluasi guna mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki agar
menjadi lebih baik...”

Disini peneliti melihat bahwa selain adanya pendampingan dari pihak

Ombudsman, Dinas Sosial juga harus melakukan evaluasi. Evaluasi juga berguna

dilakukan untuk mengetahui kekurangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial, dengan

itu Ombudsman dan pemerintah juga bisa membantu jika Dinas Sosial mengalami

kekurangan terutama dibagian pelayanan.

Tabel 5.2.3

Dimensi Input-Penilaian Kompentensi Dinas Sosial Kota Bukittinggi

Tahun 2022
No Indikator Penilaian
PIt. Pengelola Petugas Petugas
Kepala Pengaduan Layanan Layanan
Dinas
1. Pengetahuan 5 2 5 5
tentang
komponen
standar
pelayanan
2. Pengetahuan 4 4 4 3
terkait tugas
dan
kewenangan
jabatan
3. Pengetahuan 4 3 4 3
tentang
lembaga
Ombudsman
4. Pengetahuan 5 3 5 2

tentang bentuk-

“6 |bid
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bentuk
maladministrasi
5. Pengetahuan 2 2 2 3

tentang layanan
yang ramah
kelompok
marginal/rentan

Sumber : Kantor Ombudsman Sumatera Barat Tahun 2024

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan bahwasannya
pengetahuan petugas atau kehandalan yang dimiliki oleh petugas yang bekerja di
Dinas Sosial sudah cukup baik, namun disini kita melihat data penilaian yang
diberikan oleh Ombudsman mengenai pengetahuan tentang layanan ramah
marginal/rentan itu sangat rendah. Hal tersebut harus diperhatikan oleh Dinas
Sosial Kota Bukittinggi karena pengetahuan mengenai cara melayanai masyarakat

secara ramah sangat dibutuhkan guna berjalannya interaksi yang efektif.

Kehandalan petugas dalam memberikan pelayanan sangat membantu
masyarakat dalam menerima pelayanan dengan cepat dan mudah. Setiap petugas
diharapkan memiliki kemampuan dalam pengetahuan, keahlian, kemandirian,
penguasaan dan profesionalisme kerja yang tinggi, sehingga aktivitas kerja yang
dikerjakan menghasilkan bentuk pelayanan yang memuaskan, tanpa ada keluhan

dan kesan yang berlebihan atas pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

Pada penelitian ini, dimensi reliability ditentukan oleh kecermatan petugas
dalam melayani, standar pelayanan yang jelas, kemampuan dan keahlian petugas
dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan serta keahlian petugas

dalam proses pelayanan.
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Inti pelayanan kehandalan itu sendiri adalah setiap petugas memiliki
kemampuan yang handal, mengetahui mengenai seluk belum prosedur kerja,
mekanisme kerja, memperbaiki berbagai kekurangan atau penyimpangan yang
tidak sesuai dengan prosedur kerja dan mampu menunjukkan, mengarahkan dan
memberikan arahan yang benar kepada setiap bentuk pelayanan yang belum
dimengerti oleh masyarakat, sehingga memberi dampak positif atas pelayanan
tersebut yaitu petugas memahami, menguasai, handal, mandiri dan profesional atas
uraian kerja yang ditekuninya.

Tabel 5.2.4
SOP Pelayanan Dinas Sosial Kota Bukittinggi

No

SOP Pelayanan Dinas Sosial Kota Uraian Kerja
Bukittinggi

Pelayanan orang terlantar Pelayanan terhadap orang terlantar yang
dilakukan oleh Dinas Sosial dengan bekerja
sama dengan masyarakat dan isntasi terkait
lainnya seperti kepolisian. hal ini dilakukan
demi mewujudkan visi dan misi SOP
Pelayanan Orang Terlantar yang di lakukan
olen Dinas Sosial, vyaitu terwujudnya
penanganan dan pelayanan PPKS di
Bukittinggi. Pelayanan ini dilakukan secara
gratis dan tidak memiliki batasa waktu tertentu
dalam pelaksanaannya.

Pelayanan Pengajuan Surat Pelayanan pengajuan surat keterangan DTKS
Keterangan Data Terpadu dilakukan Dinas Sosial bertujuan untuk
Kesejahteraan Sosial (DTKS) memberikan layanan jaminan sosial kesehatan
bagi masyarakat. Hal ini dilakukan demi
mewujudkan visi Dinas Sosial yaitu adanya
jaminan sosial kesehatam yang berkualitas bagi
masyarakat yang membutuhkan. SOP ini
dilakukan secara gratis dan dalam kurun
waktu 30 menit hingga 1 hari

Pelayanan Korban Bencana Pelayanan terhadap korban bencana dilakukan
untuk terciptanya perlindungan dan jaminan
sosial dasar pasca bencana bagi korban bencana
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secara cepat dan tepat sasaran. Hal ini
dilakukan dengan berkoordinasi dengan
instasasi terkait lainnya dalam penanganan
korban bencana.

Pelayanan Pengusulan Bantuan Sosial

Pelayanan pengusulan bantuan sosial
dilakukan untuk mewujudkan pelayanan
yang tertib, professional, berjiwa sosial
serta tuntas dalam penyeluran bantuan
sosial dengan mengutamakan pelayanan
pada penerima bantuan sosial.

Pelayanan Rekomendasi PUB
(Pengumpulan Uang dan Barang dan
LKS) Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pelayanan rekomendasi PUB dan LKS
dilakukan  dengan  menerima  surat
permohonan untuk rekomendasi PUB dan
LKS yang ada di kota Bukittinggi, serta
melakukan verifikasi dan mengeluarkan
izin rekomendasi terhadap PUB dan LKS
yang mengajukan permohonan

Pengangkatan anak

Standar operasional prosedur
pengangkatan anak yang dilakukan Dinas
Sosial dengan menerima laporan dari
masyarakat secara lisan dan kepolisian
secara tertulis. Kemudian dinas sosial
melakukan perlindungan terhadap anak
tersebut dengan menitipkan anak sementara
di RS, Panti, ataupun orang tua asuh. Dinas
Sosial juga turut andil dalam proses
pengangkatan anak jika ada orang tua yang
ingin mengambil hak asuh atas anak
tersebut. hal ini dilakukan Dinas Sosial
dengan tujuan mengurangi angka anak
terlantar di Kota Bukittinggi.

Sumber: Kantor Dinas Sosial Kota Bukittinggi

Dalam melaksanakan pelayanan tentu harus ada standar pelayanan yang

harus di penuhi agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bagus,

tanggap dan tepat. Maka dari itu di Dinas Sosial Kota Bukittinggi, menjelaskan

bahwa adanya standar pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kepada
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masyatakat. Selain itu, dengan adanya SOP, masyarakat akan merasa puas

dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Bukittinggi.

5.2.3 Dimensi Responsiviness (Ketanggapan)

Daya tanggap dalam pelayanan perlu dimiliki oleh pegawai disetiap
instansi publik. Pegawai yang mimiliki daya tanggap yang baik bisa membantu
cepatnya pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat yang menerima
layanan. Pengukuran yang dilakukan terhadap daya tanggap pada Dinas Sosial
Kota Bukittinggi, yaitu dilihat dari sebuah aspek kesediaan pelayanan dan

tanggapan terhadap keluhan masyarakat yang datang.

Pengguna layanan akan merasa dihargai apabila petugas pelayanan dapat
memberikan respon yang baik. Merespon pengguna layanan dapat menimbulkan
efek positif bagi kualitas pelayanan public. Petugas merespon dan tanggap dengan
para pengguna layanan yang ingin mendapatkan pelayanan dilakukan dengan

menyapa dan menanyakan keperluan yang diperlukan.

Untuk di Dinas Sosial Kota Bukittinggi, daya tanggap para petugas sangat
baik saat melakukan pelayanan, petugas selalu bersedia dalam memberikan
penjelasan: kepada masyarakat yang datang. Petugas juga tidak mengacuhkan
masyarakat yang datang, dan menanggapi keluhan masyarakat dengan baik

serta bisa memberikan jawaban dan solusi atas keluhan masyarakat. Seperti
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kalimat yang disampaikan olen Tiara Ayuni selaku masyarakat yang pernah

mengunjungi Dinas Sosial Kota Bukittinggi.*’

“...untuk informasi mengenai pelayanan kami mendapatkan informasi
dengan cepat dan mereka terjun langsung ke lapangan misalnya di Sekolah
atau Kesehatan. Untuk ketanggapan dalam pelayanannya kadang ada yang
cepat kadang ada yang lambat, mungkin karena kondisi tempat Dinas Sosial
tidak cukup luas...”

Dari penjelasan Tiara Ayuni selaku masyarakat yang pernah mengunjungi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa hal ini terbukti

dalam ruang tunggu Dinas Sosial Kota Bukittinggi.

Gambar 5.3
Ruang Tunggu Dinas Sosial Kota Bukittinggi

Sumber : Kantor Dinas Sosial Kota Bukittinggi

Dinas Sosial informan melihat bahwa ketanggapan Dinas Sosial dalam
melayani masyarakat sangat bagus dan cepat. Meskipun ada kendala saat

melakukan pelayanan seperti tempat Dinas Sosial yang kecil tetapi tidak

47 Wawancara dengan Tiara Ayuni selaku masyarakat yang pernah mengunjungi Dinas Sosial Kota
Bukittinggi. Dilakukan di Ramayana Kota Bukittinggi pada tanggal 2 Desember 2023 pukul 16:17
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mempengaruhi Dinas Sosial dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
Senada dengan yang disampaikan oleh Ainul Fitri selaku masyarakat yang pernah

mengunjungi Dinas Sosial Kota Bukittinggi.

“...saya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial,
suatu ketika saya mengunjungi Dinas Sosial tetapi kebetulan pas di jam
istirahat, namun orang-orang Dinas Sosial tetap melayani saya dan bertanya
kepada saya apakah ada yang bisa di bantu. Nah setelah saya menjelaskan
maksud tujuan saya kesini (Dinas Sosial) baru lah Bapak tersebut
menjelaskan kepada saya bahwa sekarang sudah masuk jam istirahat dan
kami akan buka lagi jam 2. Saya pun bersedia untuk menunggu sampai jam
2, alhasil memang jam 2 kantor Dinas Sosial sudah bukak dan langsung
melanjutkan perbincangan kami yang tadi.”

Dari informasi yang peneliti dapat dari ke dua informan tadi, bahwa selain
cepat tanggap nya Dinas Sosial dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat,
Dinas Sosial juga menerapkan kedisiplinan. Terbukti dari Dinas Sosial yang tepat
waktu dalam bekerja. Dinas Sosial juga memberikan solusi kepada masyarakat
yang mengalami masalah dan Dinas Sosial siap untuk membantu masayakat yang

membutuhkan.

48 Wawancara dengan Ainul Fitri selaku masyarakat yang pernah mengunjungi Dinas Sosial Kota
Bukittinggi



72

Tabel 5.2.4

Dimensi Pengaduan- Penilaian Pengelolaan Pengaduan Dinas Sosial Kota
Bukittinggi Tahun 2022

No Indikator Hasil Penilaian

1. Penyelenggara pelayanan melaksanakan kewajiban dalam 3

pengelolaan pengaduan

2. Pengelola yang kompeten untuk melaksanakan fungsi 4

pengelolaan pengaduan

3. Penyelengara wajib melakukan pembinaan terhadap 0
pengelola
4, Penyelenggaraan pelayanan melaksanakan mekanisme 4

dan tata cara pengelolaan pengaduan

5. Jangka waktu penyelasaian pengeaduan 5

6. Penyelenggara pelayanan menyediakan sarana pengaduan 3

7. Pelaksana penyelesaian pengaduan-pengaduan diterima 0
8. Pelaksanaan penyelesaian pengaduan-pengaduan 0
diselesaikan

Sumber : Kantor Ombudsman Sumatera Barat Tahun 2024

Dari data penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman dapat dilihat bahwa
kurangnya pengelola pengaduan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Sebaiknya
setelah adanya pengaduan dari masyarakat, Dinas Sosial harus mengelola dengan
baik pengaduan tersebut agar pengaduan yang berikan oleh masyarakat bisa

terselesaikan dengan baik.
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Selain itu setelah Dinas Sosial memberikan solusi berupa bantuan kepada
masayarakat harus ada pengawasan dari pihak Dinas Sosial agar mengetahui
apakah bantuan yang diberikan sudah tepat dan sudah cukup membantu

masyarakat.

Aspek daya tanggap yang harus diberikan oleh suatu organisasi birokrasi
yang melayani masyarakat yaitu dengan memberikan respon yang baik, cepat dan
tanggap dalam menanggapi setiap keluhan masyarakat serta memberikan pelayanan

yang maksimal dalam setiap pelayanan.

Dalam hal ini Dinas Sosial telah menyedian kotak saran yang dapat di isi
oleh masyarakat yang berupa saran dam masukan terhadap pelayanan dan kinerja

yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

Gambar 5.3.4

Kotak Saran Dinas Sosial Kota Bukittinggi

Sumber : Kantor Dinas Sosial Kota Bukittinggi

Dengan adanya kotak saran yang disediankan oleh Dinas Sosial,

masyarakat dapat memberikan saran atau masukan kepada Dinas Sosial agar
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lebih baik lagi. Kota saran ini juga menunjukkan bahwa Dinas Sosial juga
mau menerima saran dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh

Dinas Sosial Kota Bukittinggi.

Hal ini akan menimbulkan rasa puas kepada masyarakat sebagai pengguna
layanan. Ketanggapan untuk merespon pengguna layanan menjadi salah satu
pendorong keberhasilan pelayanan, karena jika pelaksanaan pelayanan didasari
oleh sikap, keinginan, dan komitmen untuk melaksanakan pelayanan dengan baik,

maka akan tercipta peningkatan kualitas pelayanan yang semakin baik.

5.2.4 Dimensi Assurance (Jaminan)

Anggota pegawai pada Dinas Sosial harus memiliki jaminan yang
mencakup pengetahuan, kemampuanm kesopanan, dan sifat dipercaya yang
dimiliki para staf, bahkan memiliki pengetahuan dan keahlihan dibidang
masing-masing. Dan juga mempu memberikan rasa aman dan terjamin kepada
masyarakat yang datang memberikan aduan atau yang datang untuk melakukan
pelayanan. Mengukur dimensi jaminan ini dapat dinilai dari pengetahuan dan

kualitas sumber daya manusia.

Pegawai pada Dinas Sosial Kota Bukittinggi juga sudah memiliki
kualitas pengetahuan dan kemampuan yang sangat baik sesuai bidangnya
masing-masing, serta sangat ramah dan sopan saat melayani masyarakat yang

melakukan pelayanan. Dan jika terjadi kesalahan akan diberi kompensasi untuk
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masyarakat. Seperti kalimat yang disampaikan oleh Tomy Hidayat selaku Kepala

Bidang Rehabalitisai dan Perlindungan dan Jaminan Sosial.*

“...yaa yang pasti kami kasih kompensasi sesuai SOP jika terjadi
kesalahan,dan masalah yang terjadi disini tidak di beberkan ke
masyarakat..”
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Sumber: Kantor Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2024

Surat diatas adalah contoh surat jaminan yang diberikan langsung oleh
Walikota Kota Bukittinggi kepada Dinas Sosial yang bertujuan untuk

memberikan layanan jaminan sosial kesehatan bagi masyarakat. Layanan

4 Wawancara dengan Tomy Hidayat selaku Kepala Bidang Rehabalitisai dan Perlindungan dan
Jaminan Sosial pada tanggal 1 Desember pukul 15:30
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jaminan kesehatan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat
dilakukan secara gratis dalam kurun waktu 30 menit hingga 1 hati, hal ini

sudah tercantum dalam SOP Dinas Sosial Kota Bukittingi.

Sesuai pemaparan yang disampaikan oleh Tomy Hidayat selaku Kepala
Bidang Rehabalitisai dan Perlindungan dan Jaminan Sosial bahwa Dinas Sosial
hanya sebagai perantara dalam penyaluran Jaminan Kesehatan Sosial. Dinas Sosial
berperan dalam mendata masyarakat yang dianggap layak dam memenushi kriteria
sebagai penerima Jaminan Kesehatan Sosial, untuk selanjutnya diajukan pada
instransi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Kementrian Sosial. selain itu jika
kesalahan tersebut dilakukan oleh pegawai Dinas Sosial maka akan diberikan
sanksi bahkan sampai di pecat. Seperti yang disampaikan oleh Marfendi selaku

wakil wali kota Bukittinggi.>®

“..tentu kita memberi peringatan Semua pegawai setiap melakukan
kecurangan dan kesalahan tentu kita kasih pelajaran, peringatan apa
kesalahannya kemudian apa solusinya dan kemudian tentu kita kasih
peringatan 1,2,3, kalau seandainya sampai peringatan ke 3, baru bisa kita
ganti...”

Dapat kita simpulkan bahwa Dinas Sosial bersikap tegas kepada pegawai
yang melakukan kesalahan dalam bekerja. Artinya Dinas Sosial menjaga kualitas
pegawai dan mengutamakan profesionalitas dalam perekrutan pegawai. Selain

itu,jaminan untuk masyarakat juga harus ada agar masayarakat merasa aman dan

ibid
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nyaman saat berkunjung ke Dinas Sosial. Hal ini juga disampaikan oleh Martias

Wanto selaku sekretaris daerah Kota Bukittinggi.>!

“...sebelum merekrukrut pegawai tentu kita sudah melakukan seleksi untuk
mendapatkan pegawai yang sesuai dengan standar kantor. Nah untuk
jaminan keamanan masyarakat harus diutamakan agar masyarakat yang
berkunjung merasa aman dan nyaman saat mendatangi kantor kita...”

Keamanan dan kenyamanan masyarakat saat berkunjung ke Dinas Sosial
sangat diutamakan karena hal tersebut sudah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun
2009 Pasal 21. Untuk itu diperlukan pegawai yang memiliki kemampuan yang
cukup, baik dibidang pengetahuan dan kesopanan agar masyarakat merasa nyaman

dan aman saat berkunjung ke Dinas Sosial Kota Bukittinggi.

Dimensi assurance jaminan merupakan upaya perlindungan yang
diberikan untuk masyarakat pengguna layanan terhadap resiko yang yang akan
terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi assurance juga mencakup
pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat yang dapat dipercaya yang
dimiliki oleh petugas, bebas dari bahaya, resiko dan keragu-raguan. Sehingga

masyarakat pengguna layanan dapat dengan mudah menggurus keperluannya.

5.2.5 Dimensi Emphaty (Empati)
Prioritas utama dalam suatu pelayanan adalah kepuasan pengguna layanan.
Segala keperluan pengguna layanan terkait pelayanan harus mendapat prioritas

utama dan harus sesuai dengan apa yang diperlukan oleh pengguna layanan.

51 Wawancara dengan Martias Wanto selaku Sekretaris Daerah Kota Bukitinggi dilakukan melalui
via whatsapp pada tanggal 12 Juni 2024
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Pengukuran yang dilakukan pada dimensi empati dikantor Dinas Sosial Kota
Bukittinggi dapat dinilai dari bagaimana sikap dalam pelayanan dan

penyampaian informasi kepada masyarakat yang melakukan pelayanan.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang maka
pegawai Dinas Sosial Kota Bukittinggi selalu memberikan perhatian dan sikap
yang ramah kepada setiap masyarakat, agar pelayanan yang dilakukan dapat
tersampaikan dengan baik. Dalam melakukan pelayanan Dinas Sosial juga
mengenyampingkan urusan pribadi dengan kata lain Dinas Sosial lebih
mendahulukan kepentingan layanan diatas kepentingan pribadi. Seperti kalimat

yang disampaikan oleh Marfendi selaku wakil wali Kota Bukitinggi.*

“...yang jelas kepentingan kerja, kalau kepentingan pribadi Dinas Sosial
mengempingkan. Orang-orang yang bekerja di Dinas Sosial sudah diseleksi,
tentu yang kami terima yang loyal dalam bekerja...”

Senada dengan yang disampaikan oleh Nofrianto selaku Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kota Bukittinggi.>

“...ketika masyarakat datang kan rame tu, nah kami akan memepersilahkan
masyarakat untuk duduk di kursi yang telah kami sediakan sambil
menunggu antrean. Dalam melakukan pelayanan kami dituntut untuk ramah
dalam memberikan pelayanan meskipun dalam pelayanan ada hal-hal yang
membuat kami emosi dan kami juga harus mementingkan urusan pelayanan
diatas kepentingan pribadi...”

Hal serupa juga disampaikan oleh Martias Wanto selaku Sekretaris Daerah
Kota Bukittinggi.**

52 Wawancara dengan Marfendi selaku wakil wali Kota Bukitinggi. dilakukan di Kantor Wali Kota
Bukittinggi, pada tanggal pada tanggal 13 Desember pukul 14:32

53 Wawancara dengan Nofrianto selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial
Kota Bukittinggi. Dilakukan di kantor Dinas Sosial Kota Bukittingi pada tanggal 1 Desember 2023
pukul 14:39

4 Ibid
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“...dalam melaksanakan tugas tentu dipoperlukan kesabaran serta ramah
dalam melayani masyarakat sebab terkadang ada beberapa masyarakat yang
banyak bertanya jadi disitulah dibutuhkan keahlian pegawai dalam
menangani masalah tersebut..”

Dari penjelasan yang informan dapat dari Dinas Sosial tersebut bahwa
memang dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk ramah dan
bersabar dalam menjelaskan dan memberikan solusi ke pada masyarakat, walaupun
nanti ada yang dari masyarakat yang membuat petugas dari Dinas Sosial emosi
ataupun marah. Meskipun begitu, Dinas Sosial akan tetap mendahulukan
kepentingan umum diatas kepentingan pribadi untuk menjaga profesionalitas

dalam bekerja.

Hal ini juga didukung oleh Ainul Fitri selaku masyarakat yang pernah

mengunjungi Dinas Sosial Kota Bukittinggi.>

“...memang benar Dinas Sosial bersikap ramah dan sopan dalam
memberikan pelayanan kepada kami dan kami merasa sangat terbantu
dengan bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada kami...”

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh Aiul Fitri selaku masyarakat yang
pernah mengunjungi Dinas Sosial Kota Bukittinggi bahwa dalam melakukan
pelayanan Dinas Sosial sangat ramah dan sopan kepada masayarakat. Selain itu
Dinas Sosial juga memberikan solusi berupa bantuan untuk menyelesaikan masalah
yang dihadapi oleh masayarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa meskipun tempat
Dinas Sosial kecil, hal tersebut tidak menghalangi Dinas Sosial dalam melakukan

pelayanan yang baik kepada masyarakat.

> Ibid
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Dimensi ini berkaitan dengan keramahan dan juga kepedulian petugas
dalam memberikan pelayanan. Petugas yang ramah dan berkomunikasi yang baik
akan menjadi salah satu faktor pendukung bagi pengguna layanan untuk
memberikan penilaian yang baik atas pelayanan yang diberikan. Apabila
keramahan dan kepedulian telah diberikan maka akan terjalin hubungan yang

baik antara petugas pelayanan dengan masyarakat yang melakukan pelayanan.

Setiap kegiatan atau aktivitas pelayanan memerlukan adanya
pemahaman dan pengertian dalam kebersamaan kepentingan terhadap suatu hal
yang berkaitan dengan pelayanan. Pelayanan akan berjalan dengan lancar dan
berkualitas apabila setiap pihak yang berkepentingan dengan pelayanan
memiliki adanya rasa empati (empathy) dalam menyelesaikan atau mengurus

atau memiliki komitmen yang sama terhadap pelayanan.

Empati dalam suatu pelayanan adalah adanya suatu perhatian, keseriusan,
simpatik, pengertian dan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dengan
pelayanan untuk mengembangkan dan melakukan aktivitas pelayanan sesuai

dengan tingkat pengertian dan pemahaman dari masing-masing pihak tersebut.

Pihak yang memberi pelayanan harus memiliki empati memahami
masalah dari pihak yang ingin dilayani. Pihak yang dilayani memahami
keterbatasan dan kemampuan orang yang melayani, sehingga keterpaduan
antara pihak yang melayani dan mendapat pelayanan memiliki perasaan yang

sama. Artinya setiap bentuk pelayanan yang diberikan kepada orang yang
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dilayani diperlukan adanya empati terhadap berbagai masalah yang dihadapi

orang yang membutuhkan pelayanan.

Pihak yang menginginkan pelayanan membutuhkan adanya rasa
kepedulian atas segala bentuk pengurusan pelayanan, dengan merasakan dan
memahami kebutuhan tuntutan pelayanan yang cepat, mengerti berbagai bentuk
perubahan pelayanan yang menyebabkan adanya keluh kesah dari bentuk
pelayanan yang harus dihindari, sehingga pelayanan tersebut berjalan sesuai
dengan aktivitas yang diinginkan oleh pemberi pelayanan dan yang

membutuhkan pelayanan.

Berdasarkan hasil keseluruhan di atas peneliti melihat bahwa 1. Dimensi
Tangibele (berwujud). Dinas Sosial kota Bukittinggi sudah ada sarana dan
prasarana serta fasilitas penunjung untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus,
tetapi Dinas Sosial Kota Bukittinggi belum mempunyai Gedung sendiri. Hal
tersebut dikarenakan tidak ada lahan kosong yang bisa digunakan untuk
pembangunan Gedung serta masih menunggu dana dari APBD. 2. Realibity
(Kehandalan). Kecermatan petugas di Dinas Sosial Kota Bukittinggi sudah baik dan
cepat tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3. Dimensi
Responsiviness (ketanggapan). Daya tanggap para petugas sangat baik saat
melakukan pelayanan, petugas selalu bersedia dalam memberikan penjelasan
kepada masayarakat yang berkunjung ke Dinas Sosial Kota Bukittinggi. Selain
itu Dinas Sosial juga memberikan solusi kepada masyarakat yang mengalami
masalah dan Dinas Sosial siap untuk membantu masyarakat yang

membutuhkan. 4. Dimensi Assurance (Jaminan). Anggota pegawai pada Dinas
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Sosial Kota Bukittinggi sudah memiliki kualitas pengetahuan dan kemampuan
yang sangat baik sesuai bidangnya masing-masing, serta sangat ramah dan sopan
saat melayani masyarakat yang melakukan pelayanan. Dinas Sosial Kota
Bukittinggi juga sudah memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat
sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman saat berkunjung. 5. Dimensi
Emphaty (empati). Adanya suatu perhatian, keseriusan, simpatik, serta empati
kepada masyarakat yang berkunjung. Pelayanan akan berjalan dengan lancar
dan berkualitas apabila setiap pihak yang berkepentingan dengan pelayanan
memiliki adanya rasa empati dalam menyelesaikan atau mengurus atau memiliki
komitmen yang sama terhadap pelayanan. Para pegawai Dinas Sosial Kota
Bukittinggi sudah menjalankan hal tersebut dengan baik sehingga untuk segi

pelayanan Kantor Dinas Sosial Kota Bukittinggi mendapat nilai yang baik.
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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada hasil peneliti dan pembahasan, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

Kualitas pelayanan Dinas Sosial Kota Bukittinggi dapat dinilai dari 5

dimensi yaitu: Tangibel, Realibility,Responsiviness, Assurance dan Emphaty.

1. Tangibel. Pengukaran terhadap dimensi bukti langsung (Tangible)
dilakukan pada aspek fasilitas pelayanan, dan kesiapan pelayanan. Di
kantor Dinas Sosial kelengkapan dan kondisi fisik sudah sangat
memadai, dari tersediannya tempat parkir, ruang tunggu, walaupun
Gedung yang dipakai sekarang milik Dinas Kesehatan

2. Realibility . Kehandalan yang ada dikantor Dinas Sosial sendiri sudah
terbukti baik dan bisa menjalankan semua aspek sikap tanggap, dan
memberikan ketepatan pelayanan yang baik serta mempunyai batasan
waktu dan pelayanan. Terkait dengan penilaian Ombdusman mengenai
rendahnya pelayanan di Kota Bukittnggi karena Dinas Sosial tidak memiliki
inviden atau bukti langsung.

3. Responsiviness. Pengukuran yang dilakukan terhadap daya tanggap pada
Dinas Sosial Kota Bukittinggi, yaitu dilihat dari sebuah aspek kesediaan
pelayanan dan tanggapan terhadap keluhan masyarakat yang datang.

Daya tanggap para petugas sangat baik saat melakukan pelayanan,
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petugas selalu bersedia dalam memberikan penjelasan kepada
masyarakat yang datang. Petugas juga tidak mengacuhkan masyarakat
yang datang, dan menanggapi keluhan masyarakat dengan baik serta
bisa memberikan jawaban dan solusi atas keluhan masyarakat.

. Assurance. Pegawai pada Dinas Sosial Kota Bukittinggi juga sudah
memiliki kualitas pengetahuan dan kemampuan yang sangat baik sesuai
bidangnya masing-masing, serta sangat ramah dan sopan saat melayani
masyarakat yang melakukan pelayanan. Dan jika terjadi kesalahan akan
diberi kompensasi untuk masyarakat.

. Emphaty. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang
maka pegawai Dinas Sosial Kota Bukittinggi selalu memberikan
perhatian dan sikap yang ramah kepada setiap masyarakat, agar

pelayanan yang dilakukan dapat tersampaikan dengan baik.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil temuan yang sudah peneliti dapatkan di

lapangan terkait Analisis Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Sosial

Kota Bukittinggi Tahun 2022, terdapat beberapa saran dari peneliti baik itu secara

akademis dan praktis, sebagai berikut:

1. Saran untuk peneliti selanjutnya, di dalam penelitian ini peneliti meneliti

mengenai rendahnya kualitas pelayanan publik dan sebaiknya peneliti

selanjutnya meneliti mengenai aspek lain di dinas sosial.
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2. Saran untuk Dinas Sosial Kota Bukittinggi adalah harus mempersiapkan
berkas-berkas atau alat bukti bahwa Dinas Sosial sudah melaksanakan tugas

dan bekerja sesuai SOP.
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Lampiran Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022

fe=

o OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN HASIL PENTLATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Bukittinggi
Unit Layanan : Dinas Sosial

Dimensi Input - Penilaian Kompetensi

indikator L i Kapaient

« 1y
) i Pengetahuan terkait tugas dan A
$ kewenangan jabatan
3 Pengetahuan tentang lembaga c 4
Ombudsman ;
4 Pengetahuan tentang bentuk-bentuk 5
maladministrasi
5 Pengetahuan tentang layanan yang 2
ramah kelompok marginalfrentan

Dubsmew terhatas yung penprvnaan den publibenma hana avleivh dotuls hert

Hasll Penllaian

Peangeiola Potugas

Dinas Pengaduan Layanan

4 4
3 4
3 5
2 2

Petugas
Layanan

dimaz dengas Ombudiman Repblil Indonesi.
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Dimensi Input - Penilaian Sarana Prasarana

No,

® N o o » @ N

Indikator
Frekuensi Pengawasan Internal
Ketersediaan jumlah petugas sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK)
Ketersediaan kegiatan penjaminan mutu untuk pelayanan yang diberikan
Ketersediaan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
Ketersediaan instrumen evaluasi kinerja pelaksana
Ketersediaan dasar hukum atas standar pelayanan yang diterapkan
Ketersediaan sarana, prasarana, dan fasilitas bagi pengguna layanan

Ketersediaan sarana prasarana bagi pengguna dengan perfakuan khusus
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l Hasil Penilalan
|

h 0 w W

> W



; |
| Haslil
No. Nama Produk | Indikator , Penilalan

1

10

1"

12

13

14

15

16

17

18

i Proses - Penilaian Standar Pelayanan
|

Pelayanan Banluan Sosial Bagi Orang
Terantar

Pelayanan Bantuan Sosial Bagi Orang
Terantar

Pelayanan Bantuan Sosial Bagi Orang
Terlantar

Pelayanan Bantuan Sosial Bagi Orang
Terantar

Pelayanan Bantuan Sosial Bagi Orang
Terlantar
Pelayanan Bantuan Sosial Bagi Orang
Terlantar
Pelayanan Bantuan Sosial Bagi Orang
Terlantar
Pelayanan Bantuan Sostal Bagl Orang
Terlantar

Pelayanan Bantuan Sosial Bagi Orang
Terlantar

Pelayanan Bantuan Sosial Bagi Orang
Terlantar

Pelayanan Bantuan Sosial Bagi Orang
Terlantar

Pelayanan Bantuan Sosial Bagi Orang
Terlantar

Pelayanan Izin Pengumpulan Uang atau
Barang
Pelayanan Izin Pengumpulan Uang atau
Barang

Pelayanan Izin Pengumpulan Uang atau
Barang

Pelayanan Izin Pengumpulan Uang atau
Barang

Pelayanan Izin Pengumpulan Uang atau
Barang

Pelayanan Izin Pengumpulan Uang atau
Barang

Datwmen nriatas yomg peegranaas din pubtibarinys harus serlepib dakula berboora

Ketersediaan Persyaratan

Ketersediaan Sistem Mekanisme dan
Prosedur

Ketersediaan Jangka wakiu penyelesaian
Ketersediaan Biaya/Tarif
Ketersediaan Produk Pelayanan
Malkiumat Layanan Publikasi

Maklumat Substansi/Kualitas

Pelayanan Khusus
Ketersediaan Visi, Misi Pelayanan

Ketersediaan Moto Pelayanan

Ketersediaan Sistem Mekanisme dan
Prosedur

Ketersediaan Jangka waklu penyelesaian

Ketersediaan Biaya/Taril

Ketersediaan Produk Pelayanan

Maklumat Layanan Publikasi

dengan Ombudim

Republit fn

1
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Nama Produk

Petayanan Izin Pengumpulan Uang atau

Barang

Pelayanan Izin Pengumpulan Uang atau
Barang

Petayanan Izin Pengumpulan Uang alau
Barang

Pelayanan Izin Pengumpulan Uang atau
Barang

Pelayanan Izin Pengumpulan Uang stau
Barang

Pelayanan |zin Pengumpulan Uang atau
Barang

Indikator

Ketersediaan Petayanan Terpadu

|
|
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Hasil
Penilalan
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L Dimensi Pengaduan - Penilaian Pengelolaan Pengaduan

No. Indikator [ sl
l Penilaian

1  Penyelenggara pelayanan melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan pengaduan 3
2  Pengelola yang kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan 4
3  Penyelenggara wajib melakukan pembinaan terhadap pengelola 0
4 Penyelenggara pelayanan melaksanakan mekanisme dan tata cara pengelolaan 4
pengaduan
5  Jangka waktu penyelesaian pengaduan 5
6  Penyelenggara pelayanan menyediakan sarana pengaduan 3
7  Pelaksanaan penyelesaian pengaduan - Pengaduan diterima 0
8 Pelaksanaan penyelesaian pengaduan - Pengaduan diselesalkan 0
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Lampiran Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023

KERTAS KERJA HASIL PENILAIAN

Dinas Sosial
Dimens! INPUT - Kompetens! Pelaksana

Penggant =
Staf Bidang 39 Stat Bdang Pnpinan Bidang

Pampinan Bidang h i
Pencgasuan Pelayanan Pelayanan
Pengaduan
OO o

Nl Niai v 4 Nix
N ~

NiLyl NN 3
Supervist Supervisl

terkait tugas dan 4« 5 5 & ") 0
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pinas Sosial
pimensl PROSES - Standar Pelayanan

13

14

Ketersediaan Sistem Mekanisme dan Prosedur

Data Terpadu

Sosial (DTKS)

Pengajuan Surat
Data Terpadu

Sosial (DTKS)
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15 Kefersadiaan Jangka wakiu penyelesaian

16 Ketersediaan Biaya/Tarl

7

18

19

21

Ketersediaan Produk Pelayanan

Ketersadiaan Visi, Misi Pelayanan

rengajuan surat
Data Terpadu
Sosial (DTKS)
Pengajuan Surat
Data Terpadu
Sosial (DTKS)
Pengajuan Surat
Data Terpadu
Sosial (DTKS)
Pengajuan Sural
Data Terpadu
Sosial (DTKS)
Pengajuan Surat
Data Terpadu
Sosial (DTKS)
Pengajuan Surat
Data Terpadu
Sosial (DTKS)
Pengajuan Surat
Data Terpadu
Sosial (DTKS)
Pengajuan Sural
Data Terpadu
Sosial (DTKS)
Pengajuan Sural
Data Terpady
Sosial (DTKS)
Pengajuan Surat
Data Terpadu
Sosial (DTKS)
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Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Nofrianto selaku Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Sosial Kota Bukittinggi (Jum’at, 1 Desember 2023)

Wawancara dengan Fajar selaku pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Dinas
Sosial Kota Bukittinggi (Jum’at, 1 Desember 2023)
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Wawancara dengan Tomy Hidayat selaku Kepala Bidang Rehabalitas dan
Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Kota Bukittinggi (Jum’at, 1 Desember
2023)

Wawancara dengan Fadli selaku coordinator PKH Dinas Sosial Kota Bukittinggi
(Jum’at 1 Desember 2023)
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Wawancara dengan Marfendi selaku Wakil Walikota Kota Bukittinggi (Rabu, 13
Desember 2023)

Wawancara dengan Ainul Fitri Selaku Masyarakat Kota Bukittinggi (Sabtu, 2
Desember 2023)
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Wawancara dengan Tiara Ayuni Selaku Masyarakat Kota Bukittinggi (Sabtu, 2
Desember 2023)

Wawancara dengan Meilisa Fitri selaku informan triagulasi peneliti, Asisten Muda
I Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat ( Selasa, 23 April 2024)
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Wawancara dengan Martias Wanto sekalu Seketaris Daerah Kota Bukittinggi
melalui via WhatsApp ( Rabu, 12 Juni 2024)
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